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ABSTRAK 

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD 

MUSYARAKAH PADA BMT ASSYAFI’IYAH BN KC. PEKALONGAN 

LAMPUNG TIMUR 

 

Oleh : 

 

AYUCI WULANDARI 

NPM. 2003022004 

 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh 

anggota yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi 

persyaratan yang tertuang dalam akad sehingga terjadinya penunggakan 

pembayaran yang berpotensi untuk merugikan lembaga keuangan sehingga 

berpengaruh terhadap kesehatan lembaga keuangan itu sendiri. Adapun 

permasalahan yang terjadi di BMT Assyafi‘iyah BN KC. Pekalongan Lampung 

Timur yaitu meningkatnya NPF pada tahun 2021-2022 namun pada tahun 2023 

mengalami penurunan yang signifikan. 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis strategi penanganan 

pembiayaan bermasalah akad musyarakah pada BMT Assyafi‘iyah BN KC. 

Pekalongan Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti 

mengambarkan secara sistematis fakta mengenai strategi penanganan pembiayaan 

bermasalah akad musyarakah pada BMT Assyafi‘iyah BN KC. Pekalongan 

Lampung Timur. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan 

dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pimpinan cabang dan founding officer 

di BMT Assyafi‘iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur. Dokumentasi diambil 

dari data, buku dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian 

Hasil penelitian ini pada BMT Assyafi‘iyah BN KC. Pekalongan Lampung 

Timur menunjukan bahwa BMT tersebut sudah efektif dalam menerapkan stategi 

penaganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah yang telah sesuai dengan 

prosedur penanganan. Sebelum pembiayaan anggota direalisasikan, pihak BMT 

melakukan penilai kepada anggota menggunakan prinsip 5C yaitu Character, 

Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Penilaian 5C tersebut merupakan 

Upaya pencegahan yang dilakukan pihak BMT tersebut untuk mengantisipasi 

adanya pembiayaan bermasalah. Kemudian prosedur penanganan pembiayaan 

bermasalah akad musyarakah yang sesuai dengan prosedur yaitu penanganan 

disetiap masing-masing 5 kategori dan juga sesuai dengan prosedur 3R yaitu 

melalui Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring pembiayaan bermasalah 

dalam akad musyarakah, yang ditandai dengan menurunnya tingkat NPF pada 

tahun 2023. 

Kata Kunci : Strategi Penanganan, Pembiayaan Bermasalah, Musyarakah 
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MOTTO 

 

ٞ لَّكُمر إنِ كُنتُمر  وَإِن يۡر ْ خا قوُا دَّ ن تاصا
ا
أ ةٖٖۚ وا ا يرسۡا ٰ نا ةٌ إلَِا ناظِرا ةٖ فا ا نا ذُو عُسۡر كَا

لاهُونا   )٠٨٢,سورة البقرة( ٢٨٠تاعر

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 

berilah Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (Sebagian atau 

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 

280). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Ketika Indonesia berada dalam masa krisis moneter, dampak dari 

BMT dirasakan sampai ke lapisan masyarakat paling bawah. BMT 

mengadopsi pendekatan serta menyediakan bantuan kepada para pelaku usaha 

kecil dan menengah, dalam upaya untuk membantu perkembangan bisnis 

mereka. Langkah ini adalah manifestasi dari tanggung jawab BMT untuk turut 

serta dalam upaya menyejahterakan masyarakat.  

Secara nyata, BMT telah berkembang menjadi salah satu lembaga 

keuangan mikro (LKM) yang vital di Indonesia, baik jika dilihat dari segi 

kinerja keuangan maupun dari jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan. 

BMT memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian 

masyarakat bawah, terutama selama periode krisis, dengan memberikan akses 

ke sumber daya finansial yang diperlukan oleh usaha kecil dan menengah 

untuk tetap bertahan dan berkembang.  

Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan usaha-usaha kecil 

tersebut tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan, yang mencerminkan komitmen BMT terhadap peningkatan 

kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, keberhasilan BMT 

dalam hal kinerja keuangan dan jumlah masyarakat yang dilayani 

menunjukkan kemampuan lembaga ini untuk memberikan solusi keuangan 



2 

 

 

yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, menjadikan BMT 

sebagai salah satu pemain utama dalam sektor keuangan mikro di Indonesia.
1
  

Baitul Maal Wa Tamwil terdiri atas dua istilah, yaitu baitul maal dan 

baitul tamwil. Baitul Maal adalah sebuah lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya melibatkan pengumpulan dan pendistribusian dana yang berupa 

zakat, infaq, dan shadaqah, dengan tujuan untuk kepentingan sosial dan 

keagamaan. Baitul Tamwil, di sisi lain, adalah sebuah lembaga keuangan yang 

fokus utamanya adalah mengumpulkan dana dan menyalurkannya dalam 

bentuk pembiayaan.  

Secara etimologi, istilah ini berasal dari kata "Al-Maal" yang memiliki 

arti harta atau kekayaan, dan "At-Tamwil" yang berarti pertumbuhan. Selain 

itu, istilah Baitul Maal sendiri berasal dari bahasa Arab, di mana "Bait" berarti 

rumah dan "Al-Maal" berarti harta. Dengan demikian, Baitul Maal dapat 

diartikan sebagai rumah yang berfungsi untuk mengumpulkan atau 

menyimpan harta. Kegiatan utama dari Baitul Maal melibatkan penghimpunan 

dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqah, yang 

kemudian didistribusikan untuk kepentingan sosial dan keagamaan, seperti 

membantu mereka yang membutuhkan dan mendukung kegiatan keagamaan.  

Sementara itu, Baitul Tamwil berfokus pada penghimpunan dana yang 

kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan untuk berbagai keperluan 

produktif, membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Jadi, Baitul Maal Wa Tamwil 

                                                 
1
 Solikhulhidayat, Muhammad Zaid Alaydrus, and Masykuri Bakri, ―Strategi Penyelesaian 

Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entreprenuership Di Bmt Se-Kota Jep ara,‖ Jurnal 

Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 7, no. 01 (2022): 93–102. 
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menggabungkan dua fungsi penting dalam sistem keuangan Islam, yaitu 

pengelolaan dana sosial dan pembiayaan produktif, yang bersama-sama 

berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial 

masyarakat.
2
  

BMT berfungsi sebagai sebuah organisasi bisnis yang juga memiliki 

tanggung jawab sosial. Dalam kapasitasnya sebagai sebuah lembaga bisnis, 

BMT terutama berfokus pada pengembangan kegiatan di sektor keuangan, 

terutama dalam layanan simpan pinjam. Kegiatan usaha ini serupa dengan 

aktivitas perbankan, di mana BMT mengumpulkan dana dari anggota serta 

calon anggota dan mendistribusikannya ke sektor-sektor ekonomi yang sesuai 

dengan prinsip halal dan memberikan keuntungan.  

BMT menggabungkan prinsip-prinsip bisnis dengan misi sosialnya, 

menciptakan keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial, 

yang memungkinkan BMT untuk berkontribusi secara signifikan dalam 

pengembangan ekonomi dan kesejahteraan komunitas. Melalui pengelolaan 

dana yang baik dan penyaluran dana yang tepat, BMT memastikan bahwa 

anggotanya mendapatkan manfaat finansial sambil tetap mematuhi prinsip-

prinsip syariah.  

Organisasi ini memainkan peran penting dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyalurkan dana ke 

sektor-sektor produktif yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial 

tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. 

                                                 
2
 Agung Ramadhan, Trapoltanta Pratama, and Rahmi Syahriza, ―STRATEGI 

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT MASYARAKAT MADANI 

SUMATERA UTARA : ANALISIS SWOT‖ 8, no. 30 (2023): 61–76. 
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BMT juga bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan 

memberikan akses ke layanan keuangan kepada individu dan komunitas yang 

mungkin tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan 

demikian, BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan tetapi juga 

sebagai agen perubahan sosial yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

adil dan merata. 

Salah satu layanan yang disediakan oleh BMT adalah memberikan 

pembiayaan kepada individu yang memerlukan dukungan finansial. 

Pembiayaan ini menjadi elemen krusial dalam operasional BMT karena aset 

terbesar dalam BMT adalah piutang, yaitu semua jenis uang tagihan atau 

klaim perusahaan terhadap pihak lain yang pembayarannya bisa dilakukan 

dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Portofolio pembiayaan juga berperan 

sebagai sumber pendapatan utama yang sangat penting untuk keberlangsungan 

lembaga keuangan tersebut.  

Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, maka semakin 

besar pula potensi pendapatan yang bisa diraih. Namun, hal ini juga membawa 

resiko yang lebih tinggi, terutama resiko pembiayaan bermasalah. Meskipun 

setiap pembiayaan telah melalui proses analisis yang mendalam, tetap saja ada 

kemungkinan munculnya masalah.
3
  

Menurut hasil survey yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara 

dengan Bapak Fahrudin Hasan, pimpinan cabang BMT Assyafi`iyah BN KC 

Pekalongan Lampung Timur, pembiayaan musyarakah ternyata menjadi 

                                                 
3
 Solikhulhidayat, Muhammad Zaid Alaydrus, and Masykuri Bakri, ―Strategi Penyelesaian 

Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entreprenuership Di Bmt Se-Kota Jepara.‖ 
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pilihan yang cukup populer di lembaga tersebut. Dari total 1200 anggota yang 

menggunakan lima jenis pembiayaan berbeda, sebanyak 168 anggota memilih 

pembiayaan musyarakah. Angka ini mengindikasikan bahwa masyarakat 

memiliki kepercayaan dan minat yang tinggi terhadap pembiayaan 

musyarakah di BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.  

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas dan daya tarik pembiayaan 

musyarakah di kalangan anggota, yang pada gilirannya menunjukkan bahwa 

layanan ini memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka dengan baik. Hal ini 

juga memperlihatkan bahwa BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung 

Timur berhasil membangun kepercayaan yang kuat di antara para anggotanya 

dalam hal pengelolaan pembiayaan musyarakah. 

Pembiayaan musyarakah adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama 

bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha 

secara bersama-sama, di mana setiap pihak menyumbangkan modalnya 

berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.
4
  

Adapun ayat Al-Qur‘an yang membahas mengenai musyarakah adalah 

sebagai berikut 

Terdapat dalam surat Shad ayat 24 yaitu 

ثِيْرًا م ِ 
َ
وا وَاِنَّ ك

ُ
مَنُوْا وَعَمِل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ا ال

َّ
ى بَعْضٍ اِل

ٰ
يَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَل

َ
طَاءِۤ ل

َ
ل خُ
ْ
نَ ال

ا هُمْْۗ   مَّ
ٌ
لِحٰتِ وَقَلِيْل  الصّٰ

Artinya : ―Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat 

itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh”. 

                                                 
4
 Husni Pasarela Karmayani, Rahma Nurzianti, ―Tingkat Literasi Perbankan Syariah Di 

Kalangan Mahasiswa,‖ Inovasi Penelitian 3, no. 9 (2023): 7539–7550. 
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Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang 

bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang 

beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau 

menzalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya orang yang seperti itu.
5
 

Dalam sistem ini, keuntungan yang dihasilkan dari usaha bersama 

tersebut dibagi sesuai dengan kontribusi modal atau sesuai dengan 

kesepakatan yang telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat.  

Sebagai contoh, di BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung 

Timur, ada produk pembiayaan dengan akad musyarakah yang dikenal dengan 

nama "Sama Ceria". Produk ini dirancang sebagai perjanjian kerjasama 

pembiayaan antara BMT dan anggotanya untuk mengelola suatu kegiatan 

usaha tertentu. Dalam perjanjian ini, setiap pihak memasukkan modal sesuai 

dengan porsi yang telah disepakati, di mana pengelolaan kegiatan usaha 

tersebut dipercayakan sepenuhnya kepada anggota. Sistem bagi hasil dalam 

pembiayaan musyarakah ini ditentukan melalui kesepakatan antara kedua 

belah pihak, yaitu BMT dan anggota, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

Pada kasus pembiayaan akad musyarakah Sama Ceria, porsi bagi hasil telah 

ditetapkan di mana BMT memperoleh 30% dari keuntungan usaha, sementara 

anggota mendapatkan 70%.  

Kesepakatan ini mencerminkan pembagian yang adil berdasarkan 

kontribusi masing-masing pihak dalam penyediaan modal dan pengelolaan 

usaha, memastikan bahwa semua pihak memiliki kepentingan yang selaras dan 

                                                 
5
 Mahmudatus Sa‘diyah dan Nur Aziroh, ―Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan 

Syariah” Volume 2, No.2, Desember 2014 
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termotivasi untuk memajukan usaha bersama tersebut. Pembiayaan 

musyarakah seperti ini tidak hanya memperkuat kerjasama ekonomi antara 

institusi keuangan dan anggotanya tetapi juga mendorong semangat 

kewirausahaan di kalangan anggota dengan memberikan mereka tanggung 

jawab penuh dalam pengelolaan usaha. 

Menurut informasi yang diberikan oleh Bapak Okta Arinta yang 

bertugas sebagai founding officer di BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan 

Lampung Timur, ada proses yang terstruktur dalam pembiayaan akad 

musyarakah di lembaga tersebut. Proses dimulai dengan memahami 

karakteristik anggota yang mengajukan pembiayaan, termasuk tujuan 

penggunaan dana, kemajuan usaha, dan pendapatan anggota. Hal ini dilakukan 

untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan akan digunakan dengan 

bijaksana dan memberikan manfaat yang maksimal. Setelah itu, anggota harus 

memenuhi beberapa persyaratan administrasi untuk menjadi anggota 

pembiayaan musyarakah. Persyaratan ini meliputi menyerahkan fotokopi kartu 

keluarga, fotokopi KTP suami dan istri, memiliki simpanan wajib dan 

simpanan pokok minimal sebesar Rp. 20.000, serta memiliki usaha yang 

berjalan.  

Setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi, BMT akan 

melaksanakan survey untuk mengevaluasi kelayakan pembiayaan. Survey ini 

bisa dilakukan oleh founding officer saja jika jumlah pembiayaan yang 

diajukan di bawah 10 juta rupiah, namun jika jumlahnya di atas 10 juta rupiah, 

survey dilakukan oleh founding officer dengan didampingi oleh pimpinan 
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cabang. Data dan informasi yang diperoleh dari survey kemudian dimasukkan 

ke dalam sistem berbentuk excel dan dikirim ke kantor pusat melalui email. Di 

pusat, data tersebut akan dikomitekan untuk mendapatkan persetujuan.  

Setelah persetujuan dari pusat diterima, dana akan dicairkan dan 

proses pembiayaan akad musyarakah pun dapat dilaksanakan. Proses yang 

rinci dan terstruktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang 

diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat mendukung perkembangan 

usaha anggota secara optimal.
6
 

Adapun suatu masalah yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah 

yaitu yang berkaitan dengan pembiayaan yang dilakukan anggota yang tidak 

sesuai dalam melakukan pembayaran dengan baik sesuai dengan jadwal 

pembayaran yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. 

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana anggota 

tidak mampu lagi dalam membayar sebagian maupun seluruh dari 

kewajibannya pada bank saat melakukan kesepakatan. Saat terjadi pembiayaan 

bermasalah pasti akan berakibat pada ruginya suatu bank, dimana kerugian 

yang terjadi karena tidak adanya pengembalian dana yang disalurkan ataupun 

pendapatan bagi hasil yang pada akhirnya berakibat dengan penurunan 

pendapatan.
7
  

Pembiayaan bermasalah (non performing financing) dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal, merupakan faktor yang 

                                                 
6
 Bapak Okta Arinta, selaku founding officer di BMT assyafi‘iyah BN KC Pekalongan 

Lampung Timur pada 2 April 2024 
7
 Arafah and Hasibuan, ―Strategi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Melalui 

Restrukturisasi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai.‖ 
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disebabkan oleh kondisi lingkungan didalam perusahaan itu sendiri. Salah satu 

yang menjadi faktor yang mendasar adalah kurangnya profesionalitas para 

analis pembiayaan dalam melihat prospek bisnis atau usaha dari debitur.  

Faktor eksternal, merupakan faktor yang disebabkan oleh kondisi di 

luar perusahaan diantaranya yaitu penurunan kegiatan ekonomi dapat 

disebabkan oleh adanya kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia yang  menyebabkan tingkat bunga naik dan pada akhirnya debitur 

tidak mampu membayar cicilan pokok dan bunga kredit, penyalahgunaan dana 

oleh debitur, kegagalan usaha debitur, dan debitur mengalami musibah atau 

bencana alam.
8
  

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan 

yang diakibatkan oleh anggota yang tidak menempati jadwal pembayaran 

angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. 

pembiayaan yang tidak dibayarkan tepat waktu atau menunggak sehingga 

anggota tidak lagi mampu memenuhi persyaratan yang telah disampaikan 

dalam akad, pembiayaan bermasalah seperti ini memerlukan tindakan serta 

strategi khusus untuk menanganinya dan jika keadaannya semakin parah maka 

perlu ada intervensi tindakan hukum agar tidak terjadi kerugian yang diderita 

oleh pihak pemberi pembiayaan.
9
 

                                                 
8
 Faradilla Arafah and Reni Ria Armayani Hasibuan, ―Strategi Dalam Mengatasi 

Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan 

Sukaramai,‖ Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) 1, no. 1 (2022): 2. 
9
 Dhea Siti Fatonah (Pembimbing I: Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA & Pembimbing II: Afif 

Muamar, M.H.I), ―STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DI KSPPS 

BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KC CIREBON TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM EKONOMI SYARIAH‖. 
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Pembiayaan bermasalah pada BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan 

Lampung Timur yang terjadi khususnya pada pembiayaan musyarakah. 

Mengenai masalah pembiayaan bermasalah akad musyarakah itu sendiri, 

sudah pernah terjadi di BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung 

Timur. Kasus pembiayaan musyarakah di BMT Assyafi‘iyah BN KC 

Pekalongan Lampung Timur terjadi tidak secara tiba-tiba, karena pada 

umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu akan 

mengalami tahap bermasalah, misalnya seperti anggota yang tidak bisa 

membayar angsuran secara penuh dan pembagian bagi hasil yang tidak sesuai 

dengan kesepakatan.  

Pembiayaan bermasalah akad musyarakah yang pernah terjadi di BMT 

Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur yang disebabkan oleh 

anggotanya itu sendiri. Adanya pembiayaan bermasalah akad musyarakah 

yang terjadi, pada dasarnya disebabkan oleh ketidak mampuan anggota dalam 

mengelola usaha, keterlambatan dalam pembayaran dan ketidak sesuaian bagi 

hasil yang sebelumnya sudah disepakati. 

 Adapun penyebab utama pembiayaan bermasalah akad musyarakah 

tersebut terjadi karena naik turunnya pendapatan anggota dalam usahanya. 

Pembiayaan bermasalah dapat berupa anggota tidak membayar angsuran tepat 

waktu, anggota tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. 
10

 

Menurut keterangan bapak Ahmad Muslih selaku founding officer di 

BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur Adapun kasus 

                                                 
10

 Bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT assyafi‘iyah BN KC 

Pekalongan Lampung Timur pada 19 desember 2023 
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pembiayaan bermasalah pada BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan 

Lampung Timur yang terjadi khususnya pada pembiayaan musyarakah ada 2 

bagian yaitu kasus pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di bagian 

lapangan dan kasus pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di bagian 

kolektibilitasnya.  

Pertama, Untuk dibagian kasus pembiayaan bermasalah pada akad 

musyarakah di bagian lapangan, biasanya kasus tersebut muncul karena 

anggota yang memiliki suatu usaha mengalami penurunan yang drastis 

mengakibatkan kebangkrutan dari suatu usaha yang dimiliki anggota tersebut. 

Dimana hal tersebut membuat anggota tidak bisa mengembalikan pokok 

modal yang wajib di bayarkan kepada pihak bmt. Dan yang kedua, Untuk 

dibagian kasus pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di bagian 

kolektibilitasnya yaitu berupa anggota sudah melewati jatuh tempo atau masa 

kontraknya sudah habis dan belum menyelesaikan pembayaran kewajiban 

yang wajib di bayarkan, maka otomatis akan masuk ke kategori pembiayaan 

macet.  

Jika sudah masuk ke kategori macet ada dua opsi yang dikeluarkan 

oleh  pihak bmt yaitu anggota harus melakukan pembayaran kewajiban yang 

wajib dibayarkan atau dilunaskan dan kemudian jika sudah melakukan 

pelunasan maka pihak bmt akan menghilangkan tanggungan pembayaran 

kewajiban yang wajib di bayarkan oleh anggota kepada pihak bmt dari 

koletibilitas. Namun jika anggota belum juga melakukan pembayaran 

kewajiban yang wajib di bayarkan kepada pihak bmt maka akan tetap di 
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kategori macet dan belum dihilangkan dari koletibilitas dan wajib 

dibayarkan.
11

 

Dalam hal keterlambatan pembayaran anggota, pihak BMT  

melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan 

penagihan secara terus menerus baik melalui via telpon maupun secara 

langsung kepada anggota atau anggota agar membayar angsuran tepat waktu.
12

 

Maintenance outstanding pembiayaan adalah beban kerja yang 

dibebankan kepada setiap karyawan khususnya founding officer. Beban 

kerjannya berupa pengawasan jumlah piutang dan pembiayaan yang terjadi di 

pada BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. founding officer 

harus memastikan bahwa dan yang di keluarkan tepat waktu, apa bila tidak 

tepat waktu maka itu bisa disebut dengan pembiayaan bermasalah Jika 

terjadinya pembiayaan bermasalah, maka itu menjadi tanggungan atau beban 

kerja founding officer, apabila dalam menyelesaikan dalam pembiayaan 

bermasalah pihak founding officer sudah berusaha 

 Kemudian jika belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut 

maka founding officer akan dibantu oleh pimpinan cabang dalam 

menyelesaikan masalah yang sedang terjadi sesuai dengan SOP yang berlaku 

pada BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. SOP yang 

berlaku pada BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur yaitu 

menggunakan strategi penanganan melalui jalur non litigasi adalah 

                                                 
11

 Bapak Ahmad Muslih, founding officer di BMT assyafi‘iyah BN KC Pekalongan 

Lampung Timur pada 2 April 2024 
12

 Bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT assyafi‘iyah BN KC 

Pekalongan Lampung Timur pada 20 februari 2024 
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pembiayaan yang semua tergolong kedalam kategori pembiayaan bermasalah 

yaitu pembiayaan lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus, pembiayaan 

kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet, yang kemudian 

diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar.  

Dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3R yaitu 

melalui Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring. Apabila 

penanganan pembiayaan bermasalah pada Langkah tersebut belum 

terselesaikan juga maka pihak bmt akan menggunakan Upaya terakhir yaitu 

menggunakan jalur litigasi. Jalur litigasi yang di gunakan bmt adalah 

menggunakan penanganan out of court settlement yaitu pembiayaan 

bermasalah diluar peradilan, ditempuh dengan melakukan pendekatan yang 

bersifat persuasive kepada debitur. 

Rasio Non Performing Financing (NPF) untuk pembiayaan berbasis 

syariah mempunyai beberapa kategori yaitu pembiayaan lancar, pembiayaan 

dalam pengawasan khusus, kurang lancar , diragukan, dan macet. Berikut ini 

menunjukkan tingkat NPF pada BMT Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan 

Lampung Timur periode 2021-2023, yaitu : 

Tabel 1.1 

Jumlah NPF Pembiayaan Musyarakah pada BMT Assyafi’iyah Berkah 

Nasional KC Pekalongan Lampung Timur Periode 2021-2023 

No Tahun NPF Jumlah 

anggota 

pembiayaan 

Jumlah 

anggota 

musyarakah  

Jumlah anggota 

musyarakah 

bermasalah  

1 2021 3,2% 1063  143  8 

2 2022 4,3% 1152  156  10 

3 2023 2,5% 1200  168  6 
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Tabel 1.2 

Laporan Kolektibilitas Pembiayaan Musyarakah pada BMT Assyafi’iyah 

Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur tahun 2021 

 

No  NPF Kualitas anggota Jumlah anggota 

1 - KOL-1 - 

2 - KOL-2 - 

3 - KOL-3 - 

4 - KOL-4 - 

5 3,2% KOL-5 8 Anggota 

 

Tabel 1.3 

Laporan Kolektibilitas Pembiayaan Musyarakah pada BMT Assyafi’iyah 

Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur tahun 2022 

 

No NPF Kualitas Anggota Jumlah Anggota 

1 - KOL-1 - 

2 - KOL-2 - 

3 - KOL-3 - 

4 - KOL-4 - 

5 4,3% KOL-5 10 Anggota 

 

Tabel 1.4 

Laporan Kolektibilitas Pembiayaan Musyarakah pada BMT Assyafi’iyah 

Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur tahun 2023 

 

No NPF Kualitas Anggota Jumlah Anggota 

1 - KOL-1 - 

2 - KOL-2 - 

3 - KOL-3 - 

4 - KOL-4 - 

5 2,5% KOL-5 6 Anggota 
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Berdasarkan uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa BMT 

Assyafi‘iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur pada tabel di 

atas mengalamin peningkatan jumlah NPF dari tahun 2021-2022 namun pad 

atahun 2023 tingkat NPF di BMT tersebut mengalami penurunan yang 

signifikan. 

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Assyafi‘iyah Berkah 

Nasional KC Pekalongan Lampung Timur terdapat satu kategori yaitu KOL-5. 

BMT Assyafi‘iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur di dalam 

laporan keuangannya menunjukan jumlah (NPF) pembiayaan bermasalah pada 

tahun 2021 sebesar 3,2% dengan jumlah sebanyak 8 anggota, pada tahun 2022  

sebesar 4,3%  mengalami peningkatan dengan jumlah anggota sebanyak 10 

anggota, namun pada tahun 2023 mengalami penuruan menjadi 2,5% atau 

menjadi  6 anggota. adapun mayoritas pekerjaan anggota yang menggunakan 

pembiayaan akad musyarakah ini adalah petani dan pedagang. 

Menurut keterangan Bapak Fahrudin hasan selaku pimpinan cabang di 

BMT Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur pada tahun 2021-

2022, tingkat NPF di BMT Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 

kurang sehat, namun pada tahun 2023 BMT Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan 

Lampung Timur mampu menurunkan Tingkat pembiayaan bermasalah, yang 

menunjukan bahwa NPF nya berada dalam kondisi yang cukup sehat yaitu 

menjadi 2,5% atau menjadi 6 anggota. 

Adapun pernyataan tersebut didukung dengan didapatnya sertifikat 

yang menunjukkan bahwa BMT Assyafi‘iyah Berkah Nasional KC 
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Pekalongan Lampung Timur berada dalam Tingkat pembiayaan yang paling 

kecil diantara BMT Assyafi‘iyah BN KC lainnya.
13

 

Adapun penyebab turunnya tingkat NPF di BMT Assyafi‘iyah Berkah 

Nasional KC Pekalongan Lampung Timur yaitu dikarenakan dalam 

penyelesaian pembiayaan bermasalah pihak BMT menggunakan strategi 

penanganan yang sesuai dengan SOP yang berlaku di BMT Assyafi‘iyah 

Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur. SOP yang berlaku di BMT 

Assyafi‘iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur yaitu SOP 

yang di impelementasikan kepada setiap masing-masing kategori pembiayaan 

bermasalah akad musyarakah yang dimana terdapat 5 kategori dalam 

penangangan pembiayaan bermasalah akad musyarakah. Selain menggunakan 

strategi yang sesuai SOP yang diimplementasikan kepada 5 kategori, BMT 

juga menggunakan penilaian 5C (character, capacity, capital, collateral, dan 

condition) terhadap setiap anggota yang akan melakukan pembiayaan.  

Adapun implementasi yang dimaksud yaitu seperti pada kategori 

lancar, Didalam kategori lancar, pihak bmt tetap melakukan monitoring bukan 

berupa penagihan, namun monitoring yang bertujuan untuk menjaga 

komunikasi kepada setiap anggota. Selanjutnya yaitu seperti didalam kategori 

dalam pengawasan khusus yang dimana pihak BMT Assyafi‘iyah Berkah 

Nasional KC Pekalongan Lampung Timur Melakukan penagihan via telfon 

hasil untuk mengingatkan kepada anggota bahwa untuk membayar ansuran.  
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 Bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT assyafi‘iyah BN KC 

Pekalongan Lampung Timur pada 2 April 2024 
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Waktu mengingatkannya satu hari setelah tanggal ansuran anggota 

yang bersangkutan. misalnya pada tanggal 17 waktu anggota untuk 

mengansur, tetapi anggota belum juga melakukan pengansuran, maka bmt 

berhak melakukan penagihan kepada anggota.
 14

 

Berdasarkan fenomena yang telah saya paparkan diatas maka saya 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “STRATEGI PENANGANAN 

PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MUSYARAKAH PADA BMT 

ASSYAFI’IYAH BERKAH NASIONAL KANTOR CABANG 

PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR”. 

 

B. Pertanyaan penelitian  

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang ingin penulis 

identifikasi dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi penanganan 

pembiayaan bermasalah akad musyarakah pada BMT Assafi‘iyah BN KC 

Pekalongan Lampung Timur? 

 

C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian 

1. Tujuan peneliti  

Untuk itu setiap penelitian yang dilakukan selalu berawal dari 

masalah yang ada, jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

dan mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad 

musyarakah pada BMT Assafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. 

 

                                                 
14

 Bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi‘iyah BN KC 

Pekalongan Lampung Timur pada 20 februari 2024 
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2. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan 

secara praktis. 

1) Secara teoritis  

a. Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan peneliti 

dan pembaca mengenai strategi penanganan pembiayaan 

bermasalah akad musyarakah pada BMT Assyafi‘iyah BN KC 

Pekalongan Lampung Timur,  

b. Sebagai bahan informasi bagi akademis maupun sebagai 

pertimbangan bagi peneliti yang selanjutnya. 

 

2) Secara praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan masukan 

alternatif bagi pihak BMT Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan 

Lampung Timur untuk mengetahui strategi penanganan 

pembiayaan bermasalah akad musyarakah. Dan diharapkan dapat 

menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti 

terkait strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad 

musyarakah. 

b. Bagi IAIN Metro Lampung dapat digunakan sebagai sarana untuk 

menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai 

masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan 

penelitian serupa. 



19 

 

 

c. Bagi Masyarakat atau pembaca, dapat digunakan untuk 

memberikan informasi tambahan terkait strategi penanganan 

pembiayaan bermasalah akad musyarakah. 

 

D. Penelitian relevan 

Penelitian relevan berisi secara sistematis tentang hasil penelitian 

terdahulu mengenai permasalahan yang ingin dikaji. Penelutian relevan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah penelitian karya orang lain yang memiliki 

keterkaitan dengan tema atau topik yang akan dibahas. Penelitian terdahulu 

yang dimana diakhir penelitian relevan akan ditarik sebuah persamaan dan 

perbedaan penelitian yang memilki keterkaitan serta akan di tarik kesimpulan 

pada bagian akhir, sebagai berikut : 

Penelitian yang pertama yang di lakukan oleh Unnasya Uswatul 

Husna dengan judul ― Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada 

Akad Musyarakah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh). 

Hasil penelitian ini yaitu bahwa strategi dalam menangani pembiayaan 

bermasalah ada dua yaitu dengan cara penyelamatan pembiayaan dan 

penyelesaian pembiayaan. Dalam penyelamatan pembiayaan yang dilakukan 

Pertama, Rescheduling (penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kembali dan jangka waktu pembiayaan, yang memperoleh 

fasilitas Rescheduling hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu 

antara lain usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur 

menunjukkan itikad baik. Kedua, Reconditioning (persyaratan kembali) yaitu 

perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas 
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pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya 

sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo pembiayaan. 

 Ketiga, Restructuring (penataan kembali) yaitu perubahan syarat-

syarat pembiayaan yang menyangkut penambahan dana bank, konversi 

seluruh atau sebagian tunggakan menjadi pokok penyertaan dalam perusahaan, 

yang dapat disertakan dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad 

musyarakah dan juga menggunakan metode yang sama yaitu metode 

kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah lokasi 

tempat penelitian yang berbeda, serta pada penelitian yang terdahulu lebih 

berfokus terhadap analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad 

musyarakah sedangkan di penelitian sekarang lebih berfokus terhadap pada 

strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah. 

Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Devita Ayusafitri, Aminah 

dan Irawati dengan judul “ Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah 

Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari’ah Makmur Bandar Lampung “ hasil 

dari penelitian ini adalah Berdasarkan Program Aturan Perpindahan 

Kolektibilitas Pembiayaan Pada BMT Syari‘ah Makmur, bentuk pembiayaan 

bermasalah dalam akad musyarakah pada BMT Syari‘ah Makmur terbagi 

menjadi 3 (tiga) bentuk antara lain, pembiayaan musyarakah kategori kurang 

lancar, pembiayaan musyarakah kategori diragukan, dan pembiayaan 

musyarakah kategori macet.  
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Bentuk pembiayaan musyarakah bermasalah per-tiga tahun (2016-

2018) kategori kurang lancar terbilang 5.780.000,- dari 5 anggota, kategori 

diragukan terbilang Rp 1.350.000,- dari 1 anggota, dan kategori macet 

terbilang Rp 82.334.000,- dari 47 anggota. Penyelesaian pembiayaan 

bermasalah dalam akad musyarakah yang diterapkan pada BMT Syari‘ah 

Makmur adalah dengan cara melakukan upaya administrative, penjadwalan 

kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan 

kembali (restructuring) atau eksekusi jaminan.  

Kasus pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah pada BMT 

Syari‘ah Makmur pertiga tahun (2016-2018) berjumlah 60 anggota dengan 

total pembiayaan sebesar Rp 60.020.000,- yang diselesaikan dengan upaya 

penyelesaian rescheduling dan belum ada kasus yang diselesaikan dengan 

upaya penyelesaian lain.
15

  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad 

musyarakah dan juga menggunakan metode yang sama yaitu metode 

kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah lokasi 

tempat penelitian yang berbeda, serta pada penelitian yang terdahulu lebih 

berfokus terhadap penyelesaian pembiayaan akad musyarakah bermasalah 

sedangkan di penelitian sekarang lebih berfokus terhadap pada strategi 

penanganan pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah 

                                                 
15

 Devita Ayusafitri, Aminah Aminah, and Irawati Irawati, ―Penyelesaian Pembiayaan 

Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari‘Ah Makmur Bandar Lampung,‖ Notarius 

13, no. 1 (2020): 246–249. 
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Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Morry Sumbawa Sary, Riduan 

Mas‘ud dan Muh. Azkar dengan judul “ Strategi PT. Bank NTB Syariah 

dalam mengatasi pembiayaan musyarakah bermasalah masa covid-19 “ hasil 

dari penelitian ini adalah hasil Penyebab terjadinya masalah pembiayaan 

musyarakah pada periode bencana yakni 2018 hingga 2019 dibagi menjadi 

dua hal di antaranya faktor internal dan eksternal.  

Faktor internal yang menyebabkan masalah pembiayaan adalah 

lemahnya pengawasan terhadap anggota yang mendapatkan dana. Dari sudut 

pandang eksternal, anggota yang tidak amanah, anggota terjerat hukum, 

penurunan pendapatan usaha, pensiunan dini, anggota meninggal dunia, serta 

bencana alam dan non alam dalam hal ini gempa bumi NTB 2018 dan Covid 

2019. Upaya atau strategi untuk mengendalikan risiko kerugian yang terjadi 

dari anggota pembiayaan musyarakah bermasalah Bank NTB Syariah adalah 

dengan restrukturisasi pembiayaan atas anggota yang masih memiliki prospek 

usaha, kemampuan dan kemauan bayar.  

Selain restrukturisasi bencana alam dan restrukturisasi penurunan 

usaha, bank melakukan penagihan secara intensif, klaim asuransi, hapus buku 

dan eksekusi agunan. Melalui strategi yang dilakukan tersebut maka Non 

Performing Financing (NPF) pada pembiayaan musyarakah pada tiga tahun 

terakhir yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Berdasarkan 

data Non Performing Financing (NPF) di tahun 2019 sebesar 0,88 %, tahun 

2020 sebesar 0,76% dan tahun 2021 sebesar 0,7% masih di ambang bawah 

Non Performing Financing (NPF) sehingga ditetapkan oleh Otoritas Jasa 



23 

 

 

Keuangan yaitu maksimal 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank NTB 

Syariah menjadi bank yang sehat.
16

  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad 

musyarakah dan juga menggunakan metode yang sama yaitu metode 

kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah lokasi 

tempat penelitian yang berbeda, serta pada penelitian yang terdahulu lebih 

berfokus terhadap strategi PT Bank NTB Syariah dalam mengatasi 

pembiayaan musyarakah bermasalah masa Covid-19 sedangkan di penelitian 

sekarang lebih berfokus terhadap pada strategi penanganan pembiayaan 

bermasalah pada akad musyarakah. 

                                                 
16

 Morry Sumbawa Sary, Riduan Mas‘ud, and Muh. Azkar, ―Strategi PT. Bank NTB 

Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Masa Covid-19,‖ Jesya 6, no. 2 

(2023): 1223–1235. 
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A. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Musyarakah 

1. Definisi strategi 

Dalam mencapai suatu tujuan, strategi sangat diperlukan. Strategi 

yang digunakan di dalam mencapai tujuan memiliki karakterisitik, 

memiliki unsur-unsur tertentu dan dengan keberadaan strategi diharapkan 

memberikan keefektifan dan keefisienan terhadap hal yang akan dicapai. 

Menurut David, Strategi adalah tindakan potensial yang dalam 

pencapaian tujuan membutuhkan keputusan manajemen puncak dan 

sumber daya perusahaan yang besar. 

Menurut Alfred Chandler, Strategi merupakan penetapan sasaran dan 

tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi dan alokasi 

sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. 

Menurut Suryono, Strategi memiliki 3 hal utama. Adapun 3 hal 

utamanya yaitu Tujuan, Sarana, dan Cara.  

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Strategi 

adalah cara dalam penyusunan rencana dan penentuan proses guna 

mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien, dengan memperhatikan 

beberapa tahapan dimulai dari mengidentifikasi permasalahan, melakukan 

analisis terhadap permasalahan, menentukan metode dalam penyelesaian 

permasalahan dan menerapkan metode yang dipilih. Dalam hal ini, 
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rencana yang dimaksud meliputi Kebijakan, Tujuan, dan implementasi 

yang harus dilakukan.
1
  

2. Strategi penanganan 

Untuk menangani pembiayaan bermasalah pada pihak lembaga 

keuangan perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan 

menimbulkan kerugian. Adapun strategi atau langkah-langkah yang 

diambil dalam penanganan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi 

pembiayaan adalah langkah bank dalam rangka membantu dan 

meringankan kewajiban anggota agar cepat terlunasi. Penanganan 

pembiayaan bermasalah secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) 

cara yaitu melalui jalur non litigasi  dan jalur litigasi. 

a. Melalui Jalur Non Litigasi 

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi 

dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan 

pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya. Secara administratif, 

kredit yang diselesaikan melalui jalur non litigasi adalah kredit yang 

semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian 

diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolekbilitas lancar. 

Dalam istilah perbankan lebih di kenal dengan sebutan 3 R yaitu 

melalui Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring. 

 

                                                 
1
 Bagus Ibnu Santoso, Eka Yulyana, and Lina Aryani, ―MANAJEMEN STRATEGI 

DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI PERMASALAHAN TUNA SOSIAL DI KOTA 

BEKASI (Studi Pada Penanganan Gelandangan, Pengemis, Dasn Anak Jalanan),‖ Moderat : Jurnal 

Ilmiah Ilmu Pemerintahan 8, no. 2 (2022): 213–223. 
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1) Rescheduling ( Penjadwalan Kembali ) 

Penjadwalan Kembali ( Rescheduling ) adalah penyelamatan 

kredit atau pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal angsuran, 

jumlah angsuran termasuk pelunasan bunga kredit.  

Rescheduling dilakukan sebagai upaya penyelamatan 

pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali, sehingga 

anggota yang tidak mampu melunasi pembiayaannya yang telah 

jatuh tempo, bisa melunasi dengan penjadwalan ulang. Hal tersebut 

disesuaikan dengan proyeksi arus kas dilihat dari kemampuan 

usaha anggota. Selanjutnya bank meminta anggota untuk 

menyerahkan bukti pendukung supaya arus kas tersebut bisa 

terealisasikan. Adapun cara-cara dalam penjadwalan ulang adalah 

sebagai berikut : 

a) Jadwal angsuran perbulan diperpanjang menjadi triwulanan 

begitu pun seterusnya sehingga semua pinjaman diperpanjang 

b) Jumlah angsuran pokok diperkecil sehingga pelunasannya lebih 

lama 

c) Kombinasi antara keduanya yaitu perpanjangan waktu dan 

jumlah angsuran, sehingga menyebabkan perpanjangan waktu 

pelunasan pembiayaan. Perpanjangan waktu pelunasan 

pinjaman dalam rescheduling tidak boleh terlalu lama, karena 

akan mengurangi tingkat keseriusan dalam penanganan 

pembiayaan bermasalah. 
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2) Reconditioning ( Persyaratan Kembali ) 

Reconditioning ialah perubahan persyaratan pembiayaan 

yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, 

jangka waktu atau pemberian potongan selama tidak ada kewajiban 

tersisa yang harus dibayarkan kepada bank. Misalnya perubahan 

nilai bagi hasil untuk bank yang semula 60% menjadi 50% dengan 

memperhatikan masalah kondisi usaha yang dihadapi.
2
  

Reconditioning dapat dilakukan dengan cara mengubah 

berbagai persyaratan yang ada seperti:  

a) Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan 

beban debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit 

besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal 

pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang 

ditetapkan sebelumnya. 

b) Pengurangan tunggakan bunga kredit, diberikan dengan tujuan 

agar mampu memperingan beban debitur dengan cara 

mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus 

seluruhnya tunggakan bunga kredit. Langkah penyelamatan 

dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga 

kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan Kembali untuk 

melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang 

                                                 
2
 Rusydah Bariroh, Ahmad Mukhlisuddin, and Nurul Azizah Ria Kusrini, ―Implementasi 

Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan 

Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bri Syariah Kcp Mojosari,‖ Jurnal Ekonomi Syariah 

7, no. 1 (2022): 38–54. 
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dapat digunakan untuk membayar hutang pokoknya. Walaupun 

ada pengurangan tunggakan bunga, akan tetapi debitur tetap 

berkewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai 

lunas. 

c) Pengurangan tunggakan pokok kredit, merupakan 

restrukturisasi yang paling maksimal diberikan bank kepada 

debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti 

dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya serta aset 

bank yang berupa hutang pokok tidak Kembali dan merupakan 

kerugian yang menjadi beban bank.
3
  

3) Restructuring ( Penataan Kembali ) 

Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak 

terbatas pada rescheduling dan reconditioning, dengan menata 

ulang struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis 

perusahaan debitur secara profesional untuk menyehatkan operasi 

bisnis perusahaan. Setiap usaha atau bisnis anggota tidak 

seluruhnya berasal dari modal sendiri, melainkan pembiayaan dari 

bank syariah. Misalnya modal anggota 40% dan pinjaman dari 

bank 60% dengan perbandingan 60 : 40, karena anggota kesulitan 

dalam membayar pembiayaannya maka bank mengubah struktur 

                                                 
3
 Riana Hapsari, ―Penerapan Prinsip 3R ( Restructuring , Reschedulling , Reconditioning ) 

Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 / Pojk . 03 / 2020 Tentang 

Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebij,‖ Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1, no. 

July (2022): 2102,  
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pembiayaannya dengan cara bank memberikan tambahan menjadi 

65% : 35% sehingga proyek usaha anggota bisa kembali normal.
4
  

Restructuring dapat dilakukan dengan cara yaitu : 

a) Penambahan fasilitas kredit, diharapkan usaha debitur akan 

berjalan kembali dan berkembang yang kemudian dapat 

menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk 

mengembalikan hutang yang lama dan tambahan kredit yang 

baru. 

b) Pengambil alihan agunan/aset debitur, bank mengambil alih 

agunan kredit yang nilai jaminan tersebut di kompensasikan 

dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil. 

Dengan kata lain, agunan kredit yang diambil alih bank dibayar 

dengan menggunakan kredit yang tertunggak.
5
  

Apabila penanganan pembiayaan pada langkah pertama tidak 

berhasil, maka upaya terakhir yang dilakukan bank dalam menangani 

permasalahan tersebut adalah dengan cara penyelesain sengketa 

melalui pengadilan  

b. Melalui Jalur Litigasi 

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi merupakan 

upaya terakhir dari bank “the last action” untuk melakukan upaya 

                                                 
4
 Bariroh, Mukhlisuddin, and Kusrini, ―Implementasi Rescheduling, Reconditioning Dan 

Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 

Di Bri Syariah Kcp Mojosari.‖ 
5
 Riana Hapsari, ―Penerapan Prinsip 3R ( Restructuring , Reschedulling , Reconditioning ) 

Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 / Pojk . 03 / 2020 Tentang 

Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebij,‖ Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1, no. 
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pengembalian kredit debitur baik dengan melakukan upaya eksekusi 

agunan kredit, penagihan kredit kepada penjamin, pengambil-alihan 

agunan kredit oleh bank, penjualan agunan secara sukarela, atau 

dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan 

kewajiban hutang debitur. Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah 

melalui jalur non litigasi sudah tidak dapat lagi digunakan, maka bank 

dapat melakukan penyelesaian kredit melalui jalur litigasi. Hal ini 

ditempuh jika bank telah memutuskan untuk tidak lagi membina 

hubungan usaha dengan debitur. 

Tindakan pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi dapat 

ditempuh dengan melalui 2 (dua) tahap penyelesaian yaitu : 

1) Pembiayaan bermasalah diluar peradilan “out of court settlement”. 

Upaya alternatif yang dapat ditempuh oleh bank dalam 

rangka menyelesaikan kredit debitur yang bermasalah dapat 

ditempuh dengan melakukan pendekatan yang sifatnya persuasif 

kepada debitur. Pendekatan secara persuasif demikian lebih dikenal 

dengan sebutan the informal workout (TIWO) Tindakan TIWO 

yang dapat dijalankan oleh bank meliputi : 

a) Pendekatan Biaya, Bank memberikan saran kepada debitur agar 

bersedia menjual atau mencairkan harta kekayaan lain yang 

tidak diagunakan ataupun mencari investor yang bersedia 

melunasi/ menyelesaikan kredit debitur 
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b) Pendekatan psychologis, bank harus mampu melakukan 

pendekatan psychologis dengan debitur dan memberikan 

pengertian bahwa penyelesaian formal justru akan 

menimbulkan akibat yang merugikan bagi debitur 

c) Pendekatan dengan menggunakan upaya tekanan atau campur 

tangan pihak ketiga. Campur tangan atau adanya tekanan pihak 

ketiga dalam hal ini dari pimpinan perusahaan atau anggota 

keluarga yang disegani dengan menegur debitur agar debitur 

segera menyelesaikan kewajiban hutang kepada bank. 

d) Pendekatan religius, upaya ini hanya berlaku efektif terhadap 

debitur bermasalah yang taat dalam menjalani agamanya 

2) Penanganan pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Peradilan 

Penyelesaian kredit dengan melakukan upaya hukum melalui 

jalur peradilan merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh 

bank manakala pembiayaan atau pinjaman debitur sudah tidak 

dapat diselamatkan lagi. Penanganan bembiayaan melalui prosedur 

hukum dapat ditempuh dengan melakukan Penanganan pembiayaan 

melalui jalur Pengadilan Negeri Dan Penyelesaian kredit melalui 

jalur Pengadilan Niaga.
6
  

  

                                                 
6
 D I Pt, Bank International, and Indonesia Cabang, ―ASPEK HUKUM KREDIT 

BERMASALAH DI PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA CABANG SURABAYA 

Rakhmad Susatyo‖ 7, no. 13 (2011). 
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B. Pembiayaan Bermasalah  

1. Pengertian pembiayaan bermasalah 

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang 

dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam 

pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh anggota itu terjadi hal-hal 

seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak 

memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak 

menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak 

negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). 

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah 

pembiayaan yang diakibatkan oleh anggota yang tidak menempati jadwal 

pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang 

dalam akad. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kurang 

lancar, dimana anggotanya tidak memenuhi persyaratan yang telah 

dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal 

angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah 

adalah pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran, sehingga 

memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoedin 

juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan 

yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap 

kesehatan bank itu sendiri.
7
 

                                                 
7
 Dhea Siti Fatonah (Pembimbing I: Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA & Pembimbing II: Afif 

Muamar, M.H.I), ―STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DI KSPPS 

BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KC CIREBON TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM EKONOMI SYARIAH‖. 
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Pembiayaan bermasalah menurut Wangsawidjaja adalah upaya yang 

dilakukan bank dalam rangka membantu anggota yang masih mempunyai 

prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali 

sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Terjadinya 

pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi tentu akan 

menimbulkan kesulitan sekaligus akan berdampak pada menurunnya 

tingkat kesulitan bank yang bersangkutan.
8
  

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana anggota 

tidak mampu lagi dalam membayar sebagian maupun seluruh dari 

kewajibannya pada bank saat melakukan kesepakatan. Saat terjadi 

pembiayaan bermasalah pasti akan berakibat pada ruginya suatu bank, 

dimana kerugian yang terjadi karena tidak adanya pengembalian dana 

yang disalurkan ataupun pendapatan bagi hasil yang pada akhirnya 

berakibat dengan penurunan pendapatan.  

Pembiayaan bermasalah yaitu kelompok pembiayaan yang 

diakibatkan oleh anggota-anggotanya yang tidak menempati jadwal 

pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang 

dalam akad. Pembiayaan bermasalah ini merupakan salah satu pembiayaan 

yang sangat berpotensi untuk merugikan bank sehingga sangat 

berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.
9
  

 

                                                 
8
 Sary, Mas‘ud, and Azkar, ―Strategi PT. Bank NTB Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan 

Musyarakah Bermasalah Masa Covid-19.‖ 
9
 Arafah and Hasibuan, ―Strategi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Melalui 

Restrukturisasi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai.‖ 
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2. Prinsip- prinsip pembiayaan  

Dalam melakukan pembiayaan pihak BMT harus memperhatikam 

prinsip-prinsip pembiayaan yang benar. Artinya yang dimana sebelum 

fasilitas pembiayaan diberikan, maka pihak BMT harus merasa yakin 

terlebih dahulu kepada anggota bahwa anggota tersebut dapat 

mengembalikan dana yang sudah di pinjamkan kepadanya. Ada beberapa 

prinsip yang sering dilakukan yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu:
10

 

1) Character  

Pada prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan- kebiasaan, 

sifat- sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarga, hobby dari calon 

anggota. Prinsip ini merupakan ukuran tentang emauan untuk 

membayar. 

2) Capacity  

Prinsip selanjutnya yaitu capacity debitur dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman 

serta fee dari pembiayaan, dilihat dari kegiatan usaha dan 

kemampuannya melakukan pengelolaan. 

3) Capital  

Pada prinsip ini capital atau permodalan debitur tidak hanya melihat 

besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga bagaimana distribusi modal 

itu ditempatkan oleh debitur. 

 

                                                 
10

 Diksi Laksmiarti , Nurul Inayah ―Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna PT 

Bank Sumut KCP Syariah Multatuli‖, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). 

Vol. 2 No. 1, Year [2022] Page 488-497 



35 

 

 

4) Collateral 

Prinsip ini menilai mengenai jaminan yang diserahkan debitur sebagai 

jaminan atas pembiayaan yang diperolehnya. Jaminan tersebut untuk 

mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat 

menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban debitur. Fungsi 

jaminan disini adalah sebagi alat pengaman terhadap kemungkinan 

debitur tidak dapat atau tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya. 

5) Condition 

Pada prinsip ini menilai mengenai kondisi ekonomi secara umum serta 

kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar BMT dapat 

memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi. 

3. Kategori pembiayaan bermasalah 

Pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan ke dalam beberapa 

golongan berdasarkan tingkat risikonya. Kategori ini membantu lembaga 

keuangan dalam mengidentifikasi dan mengelola pembiayaan yang 

memiliki risiko lebih tinggi. Berikut adalah beberapa kategori pembiayaan 

bermasalah umum: 
11

 

a. Pembiayaan Lancar : Pembiayaan yang berada dalam kategori ini 

memiliki risiko yang rendah.Anggota mampu memenuhi kewajiban 

pembayaran tepat waktu dan tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan 

keuangan. 

                                                 
11

 T Wildan and Albari, ―Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM),‖ 

Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) 3, no. 1 (2023): 551–563. 
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b. Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus : Pembiayaan dalam kategori ini 

menunjukkan tanda-tanda awal kesulitan keuangan. Meskipun anggota 

belum mengalami keterlambatan pembayaran, ada indikasi potensi 

masalah dalam memenuhi kewajiban pembayaran di masa depan. 

c. Pembiayaan Kurang Lancar : Pembiayaan dalam kategori ini 

menghadapi keterlambatan pembayaran atau tunggakan dalam 

pembayaran angsuran. anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi 

kewajiban pembayaran tepat waktu.  

d. Pembiayaan Diragukan : Pembiayaan dalam kategori ini memiliki 

risiko yang lebih tinggi. anggota mengalami keterlambatan 

pembayaran yang signifikan atau ada ketidakpastian mengenai 

kemampuan anggota untuk memenuhi kewajiban pembayaran di masa 

depan. 

e. Pembiayaan Macet : Pembiayaan dalam kategori ini dianggap tidak 

dapat dipulihkan. Anggota mengalami tunggakan pembayaran yang 

signifikan dan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), ada lima kategori atau 

golongan dalam menilai kualitas pembiayaan atau biasa disebut dengan 

kolektibilitas pembiayaan, di antaranya adalah sebagai berikut:  

a. Lancar, jika tidak terjadi hambatan dalam proses pelunasan angsuran 

atau sepadan dengan perjanjian yang tertulis di akad. 
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b. Dalam perhatian khusus, jika terjadi keterlambatan pelunasan 

angsuran selama kurang dari 90 hari.  

c. Kurang lancar, jika terjadi keterlambatan pelunasan angsuran selama 

lebih dari 90 hari.  

d. Diragukan, jika terjadi keterlambatan pelunasan angsuran selama 

lebih dari 180 hari.  

e. Macet, jika terjadi keterlambatan pelunasan angsuran selama lebih 

dari 270 hari. 

Berdasarkan kategori penilaian kualitas pembiayaan di atas, hanya 

pembiayaan dengan kategori kurang lancar hingga macet yang termasuk 

kategori pembiayaan bermasalah. Anggota yang telah diberikan 

pembiayaan, berkewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan 

tersebut dengan jangka waktu serta jumlah angsuran yang telah disepakati 

di akad. Jika anggota tidak melaksanakan kewajiban tersebut, berarti ia 

telah melakukan wanprestasi, di mana debitur lalai atau tidak memenuhi 

kewajiban seperti yang tertuang dalam kesepakatan (akad) antara anggota 

dan Bank. 

 

4. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah 

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama di dalam 

hal pembayaran yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal 

menyebabkan keterlambatan di dalam pembayaran atau kemungkinan 

menyebabkan kerugian. Faktor internal misalnya kurangnya pengawasan 

dari pihak bank. Sedangkan faktor eksternal adalah yang dating dari pihak 
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anggota. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang secara 

kualitasnya berada dengan golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. 

Penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank 

Syariah yang di dalam pelaksanaan pembayarannya oleh anggota terjadi 

hal-hal seperti pembayaran yang tidak lancar.
12

 Terdapat beberapa faktor 

yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, diantaranya :  

Faktor Internal yang meliputi :  

a. Kurang memamahami bisnis yang dijalankan anggota. 

b. Kurangnya melakukan evaluasi terkait keuangan anggota.  

c. Kesalahan dalam mengatur fasilitas pembiayaan kepada anggota 

(sehingga terjadi sidestreaming)  

d. Lemahnya monitoring dan supervisi, dan lainnya. 

 

Sedangkan Faktor Eksternal meliputi:  

a. Anggota yang tidak amanah (jujur).  

b. Anggota kurang dalam mengelola usaha, sehingga kalah dalam 

persaingan dagang.  

c. Usaha yang dimiliki anggota masih baru, belum banyak pengalaman 

dan rentan terjadi kerugian jika anggota tidak memiliki strategi. 

d. Berkurangnya pendapatan usaha anggota akibat kejadian-kejadian tak 

terduga lainnya seperti bencana alam atau pandemi.
13

  

                                                 
12

 Sary, Mas‘ud, and Azkar, ―Strategi PT. Bank NTB Syariah Dalam Mengatasi 

Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Masa Covid-19.‖ 
13

 Dinda Kartika and Renny Oktafia, ―Implementasi Strategi Dalam Penanganan 

Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarok Sidoarjo,‖ Jurnal Tabarru‘: Islamic 

Banking and Finance 4, no. 1 (2021): 127–138. 
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C. Pembiayaan Musyarakah 

1. Pengertian musyarakah 

Musyarakah asal kata dari syirkah yang berarti pencampuran. 

Menurut fikih, musyarakah berarti akad antar orang-orang yang berserikah 

dalam hal modal dan keuntungan. Al-Musyarakah merupakan akad 

kerjasama usaha antar dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, 

dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan 

kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan 

kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.
14

  

Musyarakah adalah salah satu kontrak antara dua orang atau lebih 

yang bekerja sama dalam modal dan membentuk aliansi. Istilah lain dalam 

Islam adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah merupakan kerjasama 

antara dua atau lebih peserta untuk suatu usaha tertentu, dimana setiap 

peserta akan berbagi keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan dan secara 

bersama-sama menyumbangkan dana. 

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antar pemilik modal 

(musyarakah Mitra) yang bertujuan untuk menggabungkan modal sesuai 

kesepakatan dan melakukan usaha secara proporsional dengan keuntungan 

melalui persekutuan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan 

jumlah modal.  

Menurut  Lewis dan Algaoud juga mendefinisikan musyarakah 

sebagai bentuk kemitraan, di mana dua orang atau lebih menggabungkan 

                                                 
14

 Husni Pasarela Karmayani, Rahma Nurzianti, ―Tingkat Literasi Perbankan Syariah Di 

Kalangan Mahasiswa,‖ Inovasi Penelitian 3, no. 9 (2023): 7539–7550. 



40 

 

 

modal atau tenaga mereka untuk berbagi keuntungan, dan menikmati hak 

dan tanggung jawab yang sama. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa pembiayaan syariah merupakan akad dan simpanan kerjasama yang 

sama. Dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau melalui kemitraan antara 

pemilik modal yang mencampurkan modal dalam suatu proyek atau bisnis, 

kedua belah pihak berhak atas semua keuntungan, dan semua risiko dibagi 

sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mitra.
15

  

Menurut perspektif fiqih musyarakah atau sering disebut syarikah 

atau syirkah berasal dari fi‘il madhi  yang mempunyai arti: sekutu atau 

teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. Syirkah dari segi etimologi 

mempunyai arti: campur atau percampuran. Maksud dari percampuran 

disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain 

sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk 

dibedakan lagi. 

M. Ali Hasan mengatakan bahwa syirkah adalah suatu perkumpulan 

atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang 

bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Jadi, syirkah adalah 

kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna 

                                                 
15

 Nurbayani Nurbayani and Rasma Rasma, ―Analisis Perlakuan Akuntansi Akad 

Musyarakah Berdasarkan Psak 106 Pada Bank Mega Syariah,‖ Accounting, Accountability, and 

Organization System (AAOS) Journal 2, no. 2 (2021): 126–147. 
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melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga 

ditentukan sesuai dengan perjanjian.
16

  

Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para fuquha 

berbeda pendapat sebagai berikut:  

a. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah, akad 

antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.  

b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan 

syirkah ialah, ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih 

dengan cara yang masyhur (diketahui). 

c. Menurut Syihab al-Din al-Qalyudi wa Umaira, yang dimaksud dengan 

syirkah ialah, penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. 

d. Menurut Imam Taqiyyudin, Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang 

dimaksud dengan syirkah ialah ibarat penetapan suatu hak pada 

sesuatu yang satu untuk dua orang yang lebih dengan cara yang telah 

diketahui. 

e. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan syirkah 

ialah Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta‘awun 

dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.  

f. Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang yakni 

dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam 

dagang, dengan menyerahkan modal masingmasing, dimana 

                                                 
16

 Asep Saepul Malik Ibrahim and Asyari Hasan, ―Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk 

Mitraguna Berbasis Online Dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisa (MMQ),‖ Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Islam 9, no. 01 (2023): 987–996, http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8403. 
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keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya 

modal masing-masing.
17

  

Menurut istilah para ulama fiqh berbeda pendapat dalam 

mengartikan istilah musyarakah. Menurut ulama Malikiyah, musyarakah 

adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta 

atau modal bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada 

mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan 

hak untuk melakukan hal itu.
18

  

a. Menurut ulama Hambali, musyarakah adalah Persekutuan hak atau 

pengeturan harta. 

b. Menurut ulama Syafi‘I, musyarakah adalah tetapnya hak kepemilikan 

bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan anatara hak pihak 

yang satu dengan pihak yang lain. 

c. Menurut ulama Hanafi, musyarakah adalah transaksi antara dua orang 

yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.  

Hal ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan 

definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat 

musyarakah yaitu sebuah transaksi yang diperbolehkan dalam islam. 

Pembiayaan musyarakah adalah Al-Musyarakah adalah pembiayaan 

kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam mengembangkan usaha 

                                                 
17

 M A Nurkholifadin and I Iswandi, ―MEKANISME AKAD MUSYARAKAH 

PEMBIAYAAN MODAL KERJA REVOLVING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM 

ISLAM: Studi Pada Bmt Riyadhul Jannah …,‖ Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu 1, no. 5 

(2023): 847–860. 
18

 Aufa Islami, ―Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan 

Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah‖ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 1, April, 
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diantara masing-masing pihak dengan menyertakan modal sesuai 

kesepakatan antara pihak satu dan lainnya. Musyarakah atau biasaya di 

sebut syirkah adalah aktifitas bekerjasama dalam mengembangkan atau 

menjalankan usaha yang saling terikat antar satu dengan yang lain sesuai 

kesepakatan bersama. Syirkah wajib di jalankan dua orang atau lebih 

dalam mengembangkan usaha dengan masing-masing memberikan 

kontribusi dalam usaha yang telah ditentukan sesuai kesepakatan bersama 

yang dimana hasil dari syirkah ini akan di bagi sesuai dengan nisbah yang 

telah disepakati sebelum menjalankan usaha tersebut oleh masing-masig 

pihak yang terikat. 
19

 

2. Landasan hukum musyarakah 

a) Al-Qur‘an  

Terdapat dalam surat Shad ayat 24 yaitu 

وا 
ُ
مَنُوْا وَعَمِل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ا ال

َّ
ى بَعْضٍ اِل

ٰ
يَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَل

َ
طَاءِۤ ل

َ
ل خُ
ْ
نَ ال ثِيْرًا م ِ

َ
وَاِنَّ ك

ا هُمْْۗ   مَّ
ٌ
لِحٰتِ وَقَلِيْل  الصّٰ

 

Artinya : ―Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang 

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

sholeh”. 

 

Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang 

bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali 

mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena 
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 Ellisa Tiara P Puri and G Anggana Lisiantara, ―Mufakat Mufakat,‖ Jurnal Ekonomi 

Akuntansi, Manajemen 2, no. 2 (2023): 91–107. 
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merekalah yang tidak mau menzalimi orang lain. Tetapi alangkah 

sedikitnya orang yang seperti itu.
20

 

b) Hadits  

Di dalam hadis dibawah ini dinyatakan sebagai berikut:  

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda ―Allah 

SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang 

sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak 

khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara 

mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari 

mereka”(H.R Abu Dawud). 

 

Hadits diatas menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama 

dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan 

berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Koperasi 

akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. 

Inilah yang diperingatkan Allah SWT, bahwa dalam berkoperasi 

masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat 

terhadap sesama anggotanya.  

Itulah koperasi yang dijauhi atau diangkat berkahnya oleh Allah 

SWT, maka kejujuran harus diterapkan kembali. Dengan melihat 

hadis tersebut diketahui bahwa masalah serikat (koperasi) sudah 

dikenal sejak sebelum Islam datang, dan dimuat dalam buku-buku 

ilmu fiqh Islam. Dimana koperasi termasuk usaha ekonomi yang 

diperbolehkan dan termasuk salah satu cabang usaha. 
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c) Ijma‘ Ulama 

Ibnu Qudamah berkata: ―Kaum muslimin telah berkonsesus 

terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat 

perbedaan dalam beberapa elemen darinya‖. 

 

3. Rukun dan syarat-syarat musyarakah  

Rukun dari Musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 

beberapa, yaitu sebagai berikut:   

a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha (Al-‗Aqidain) 

b. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), keuntungan (ribh) 

c. Shighat, yaitu Ijab dan Qabul
21

 

Dan Jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu 

hal yang harus dilakukan dalam syirkah. Adapun rukun syirkah menurut 

para ulama meliputi;  

a. Sighat (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah 

tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad 

hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah 

dari peseronya.  

b. Al-‗Aqidain (subjek perikatan). Syarat menjadi anggota perserikatan 

yaitu: a) orang yang berakal, b) baligh, c) merdeka atau tidak dalam 

paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan 

berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan 

                                                 
21
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perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti 

mewakilkan harta untuk diusahakan  

c. Mahallul Aqd (objek perikatan). Objek perikatan bisa dilihat meliputi 

modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu 

perserikatan hendaklah berupa: a) modal yang diberikan harus uang 

tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, b) modal yang dapat 

terdiri dari aset perdagangan, c) modal yang disertakan oleh masing-

masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak 

dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.
22

  

Syarat Musyarakah antara lain adalah:  

a. Akad musyarakah harus bisa menerima perwakilan, setiap patner 

merupakan wakil dari yang lain karena masing-masing mendapatkan 

izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing- 

masing patner merupakan wakil dari pihak lain. 

b. Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing patner 

mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa 

dalam bentuk nisbah atau persentase, misalnya 20% untuk masing- 

masing patner.  

c. Penentuan bagi hasil tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal 

yang pasti, misalnya Rp. 500.000, untuk masing-masing patner, 

                                                 
22
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karena hal ini bertentangan dengan konsep musyarakah untuk berbagi 

dalam keuntungan dan resiko atas usaha yang dijalankan.
23

  

Menurut Idris Ahmad mengenai syarat-syarat syirkah  adalah:  

a. mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing 

anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat,  

b. anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka 

adalah wakil dari yang lain, 

c. mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-

masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain.
24

  

 

4. Jenis Jenis Musyarakah 

Menurut Syariat Islam, syirkah atau musyarakah dibagi menjadi dua 

jenis yaitu syirkah al-Milk (sharikat al-Milk) dan syirkah al-Uq d (sharikat 

‗Aqad). 

a. Syirkah Al-Milk Syirkah al-Milk atau syirkah amlak ini dibagi 

menjadi dua bagian yaitu syirkah ikthtiar dan syirkah jabar. Syirkah 

ikhtiar adalah syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang 

bersekutu, contohnya dua orang yang membeli suatu barang. 

Sedangkan syirkah jabar adalah persekutuan yang terjadi diantara dua 

orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang 

mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang menjadi warisan 

tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan. 
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b. Syirkah Al-Uqud atau Syirkah akad  ialah akad kerja sama antar dua 

orang atau lebih dalam mengelola harta dan resiko bersama atau usaha 

komersial bersama, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung 

bersama.
25

  

5. Tujuan dan manfaat musyarakah 

Tujuan dari pada syirkah itu sendiri adalah memberi keuntungan 

kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil 

usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Salah 

satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah 

adalah musyarakah. Dimana musyarakah biasanya diaplikasikan untuk 

pembiayaan proyek dimana anggota dan bank secara bersama-sama 

menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu 

selesai, anggota mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang 

telah disepakati untuk bank.  

Adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan Musyarakah 

adalah meliputi:  

a. lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu 

pada saat keuntungan usaha anggota meningkat,  

b. pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau 

arus kas usaha anggota, sehingga tidak memberatkan anggota,  

c. lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati hati mencari usaha yang 

benar-benar halal, aman dan menguntungkan,  

                                                 
25
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d. prinsip bagi hasil dalam musyarakah atau musyarakah ini berbeda 

dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan 

(anggota) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang 

dihasilkan anggota, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis 

ekonomi. 

Resiko yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah, relatif tinggi, 

meliputi: 

a. Anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam 

kontrak,  

b. Anggota sering lalai dalam usaha dan melakukan kesalahan yang 

disengaja guna kepentingan diri sendiri,  

c. penyembunyian keuntungan oleh anggota, bila anggotanya tidak jujur 

dan pihak lembaga keuangan sulit untuk memperoleh data 

sebenarnya.
26
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan sifat penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan (field research) adalah Penelitian yang menggunakan 

informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut 

responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti 

angket, observasi, wawancara dan sebagainya atau suatu penelitian yang 

dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih 

sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi 

tersebut, yang dilakukan untuk penyusunan suatu laporan ilmiah.
1
 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini 

adalah penelitian lapangan dimana peneliti melakukan peninjauan secara 

terjun langsung di tempat penelitian, yaitu di BMT Assyafi‘iyah BN KC 

Pekalongan Lampung Timur. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian dengan 

pendekatan deskriptif artinya metode yang dilakukan dengan maksud 

memuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis. Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang 

                                                 
1
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mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti 

yang merupakan nilai di balik data yang tampak.
2
 

Penelitian kualitatif, yaitu suatu teknik penelitian yang 

menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan 

makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci untuk memaknai dan 

menginterpretasikan setiap fenomena, gejala dan situasi sosial tertentu, 

atau sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.
3
 

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif 

kualitatif adalah suatu penelitian yang dimana peneliti lebih memfokuskan 

kepada proses, gejala, fenomena atau kejadian yang terjadi saat ini yang 

diungkapkan dengan kata-kata untuk memperoleh sebuah kesimpulan dan 

bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan bagaimana strategi 

penanganan pembiayaan bermasalah akad musyarakah pada BMT 

Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data di dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari 

sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.
4
 Dengan 
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permasalahan yang diteliti. Data primer di dalam penelitian ini dilakukan 

dengan melalui wawancara dengan bapak fahrudin hasan selaku pimpinan 

cabang BMT Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, okta 

arinta dan ahmad muslih selaku founding officer dan juga anggota atau 

anggota di BMT Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 

dengan menggunakan teknik Purposive sampling. Purposive sampling 

adalah Teknik penarikan sampel yang dilakukan dengan cara menentukan 

kreteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap sampel 

atau subjek penelitian yang akan diteliti, terutama orang-orang yang 

dianggap ahli dibidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa tertentu 

dan sebagainya.
5
 

Alasan peneliti menggunakan teknik adalah karena tidak semua 

sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti, maka 

dari itu peneliti memilih teknik teknik Purposive sampling. Adapun 

kriteria yang peneliti maksud adalah informan yang mengerti dan 

mengatasi pembiayaan bermasalah serta anggota yang mengalami 

wanprestasi atau anggota yang mengalami gagal bayar.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.
6
 Data sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh dari buku refrensi, jurnal penelitian, internet 
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dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti 

ataupun obyek penelitian.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data 

maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.
7
 Di dalam 

wawancara ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang 

diperlukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah 

disusun secara sistematif dan analisis.  

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak terstruktur, 

karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi 

pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-

poin penting masalah yang ingin digali dari responden. Wawancara tak 

terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata 

dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan 

dengan kubutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik 
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sosial dan budaya (agama, suku, gender, usia, Tingkat Pendidikan, 

pekerjaan, dsb) responden yang dihadapi.
8
  

Peneliti melakukan wawancara melalui bapak Fahrudin Hasan 

selaku Pimpinan Cabang, bapak Ahmad Muslih selaku founding officer 

dan bapak Octa Arinta selaku founding officer di BMT Assyafi‘iyah BN 

KC Pekalongan Lampung Timur. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui 

pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian. 

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen kebijakan, 

biografi, buku harian, surat kabar, majalah atau makalah. Selain ketiga 

teknik tersebut, dokumentasi dapat dilengkapi dengan rekaman, gambar, 

foto dan lukisan.
9
  

Dalam hal ini peneliti menanfaatkan arsip data-data yang 

berhubungan dengan sejarah berdiri, struktur organisasi, visi misi BMT 

Assyafi‘iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur. Dalam hal ini 

dilakukan sebagai landasan teori dan penggunaan data yang akurat dalam 

menunjang penelitian. 

 

D. Uji Keabsahan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, trianggulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 
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pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Apabila peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kreadibilitas data, yaitu 

mengecek kreadibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data dan waktu.
10

  

Terdapat dua teknik pada uji keabsahan data yaitu triagulasi sumber 

dan triagulasi teknik. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triagulasi 

teknik, karena data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan dengan 

cara teknik wawancara dan juga mengumpulkan sumber data yang telah ada 

dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang 

informasi.  

 

E. Teknis Analisis Data 

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini 

mengacu pada teknik analisa data kualitatif. Analisis data adalah proses 

mencari dan Menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis 

data dilakukan dengan mengoganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-

unit, Menyusun kedalam pola, memilih man ayang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dijabarkan dan dipaparkan.
11
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Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini peneliti 

menggunakan teknik berfikir induktif. Data kualitatif yang berupa keterangan-

keterangan tentang penjelasan yang didapat dari informasi yang diperoleh dari 

sumber data sekunder. 

Kemudian, data yang dapat di analisa menggunakan pola berfikir 

induktif. Dalam pelaksanaannya teknik berfikir induktif dilaksanakan untuk 

menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal dan fenomena dari sebuah 

informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara serta dokumentasi, 

sehingga dapat disimpulkan mengenai strategi penanganan pembiayaan 

bermasalah akad musyarakah pada BMT Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan 

Lampung Timur. 

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu antara lain: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.
12

 

Pada penelitian ini peneliti menerima data dari wawancara yang 

telah dilakukan kepada bapak Fahrudin Hasan selaku Pimpinan Cabang, 
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bapak Ahmad Muslih selaku founding officer dan bapak Octa Arinta 

selaku founding officer di BMT Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan 

Lampung Timur. Data tersebut masih dibilang data mentah yang belum 

bisa langsung disajikan oleh sebab itu peneliti melakukan reduksi data. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data reduksi maka selanjutnya yaitu Penyajian data 

dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dalam 

penlitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan 

mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. 

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil 

wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif , teks 

naratif adalah cara yang paling umum untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto 

maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.
13

 

3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing) 

Tahan selanjutnya yaitu Penarikan kesimpulan. Penarikan 

kesimpulan  yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang 

proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. 

                                                 
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. 249 



58 

 

Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan 

persamaan, hal-hal yang sering timbul dalam penelitian ini penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori 

hasil penelitian berdasarkan  wawancara dan dokumentasi.
14

  

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian 

berdasarkan data dan variable yang diperoleh dari subjek yang diteliti. 

Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan metode 

berfikir induktif. Berfikir induktif adalah penerikan kesimpulan dari 

khusus ke yang umum didasarkan pada pristiwa, fakta, dan informasi. 

Data yang di peroleh peneliti yaitu data yang dihasilkan berupa informasi 

yang ada di lapangan mengenai strategi penanganan pembiayaan 

bermasalah akad musyarakah pada pada BMT Assyafi‘iyah BN KC 

Pekalongan Lampung Timur. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Gambaran Umum BMT Assyafi’iyah BN KC. Pekalongan Lampung 

Timur  

1. Sejarah Singkat BMT Assyafi’iyah BN KC. Pekalongan Lampung 

Timur 

KSPPS BMT Assyafi‘iyah didirikan pada tanggal 3 september 

1995. Bertempat di pondok pesantren nasional Assyafi‘iyah Kota gajah 

kabupaten lampung tengah. Berawal dari kegiatan jamaah pengajian 

Assyafi‘iyah dan pengajian akbar peresmian pondok pesantren nasional 

Assyafi‘iyah dengan penceramah Bapak KH. Drs Agus Darmawan dari 

jakarta, menyisakan dana sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) 

yang selanjutnya digunakan sebagai modal awal BMT Assyafi‘iyah. 

Dengan Dana LEPMM itulah BMT Assyafi‘iyah mulai memperlihatkan 

kemajuannya, sehingga pada tanggal 15 Maret 1999 resmi mendapatkan 

status Badan Hukum Koperasi dengan nomor 28/BH/KDK.7./III/1999 

tanggal 15 Maret 1999, sehingga BMT Assyafi‘iyah berubah nama 

menjadi koperasi BMT Asyaafi‘iyah dan sesuai keputusan dari kementrian 

usaha kecil dan menengah nomor 219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015  tanggal 

16 Desember 2015 KJKS BMT Asyyafi‘iyah berbuah menjadi KSPPS 

BMT Asyyafi‘iyah Berkah Nasional.
1
 

 

                                                 
1
 Dokumen BMT Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 
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2. Visi dan misi BMT Assyafi’iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur  

a. Visi  

Menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari‘ah 

yang sehat, kuat, bermanfaat, mandiri dan Islami 

b. Misi  

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja  

2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan 

prinsip syariah  

3) Menumbuh kembangkan usaha produktif dibidang perdagangan, 

pertanian, industri, dan jasa  

4) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan 

efektif, efesien dan transparan. 

5) Menjalin kerjasama usaha dengen berbagai pihak. 

3. Struktur Organisasi BMT Assyafi’iyah BN KC. Pekalongan Lampung 

Timur  

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

KSPPS BMT Assyafi’iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur 
 

 

Founding Officer  

Ahmad Muslih S.E 

Pimpinan Cabang  

Fahrudin Hasan, A.Md 

Teller  

Rina Setianingsih  

 
Founding Officer  

Octa Arinta, S.Pd  

ANGGOTA  
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Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi dari masing masing 

bagian di BMT Assyafi‘iyah BN KC. Pekalongan Lampung Timur: 

a. Pimpinan cabang  

Pimpinan cabang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap 

keseluruhan kinerja lembaga dalam mengembangkan BMT, serta 

memberikan pengarahan dan dorongan kepada karyawan demi 

meningkatkan kualiatas dan kinerja lembaga.  

b. Teller  

Teller bertugas merencanakn dan melaksanakan segala aktivitas 

transaksi yang bersifat tunai, selain itu teller juga bertugas untuk 

mengurusi dan menyimpan hasil pembayaran dan memasukan kedalam 

mesin kasir.  

c. Fouding officer  

Founding officer bertugas pada pencapaian terget pada bidang usaha 

founding  (pendanaan), selain itu founding officer juga bertugas 

sebagai pengatur penjualan produk atau jasa dari suatu  perusahaan 

yang telah mempunyai target pemasaran 

 

4. Produk-produk BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lmapung 

Timur 

Adapun produk-produk BMT Assyafi‘iyah  BN KC Pekalongan 

Lampung Timur adalah sebagai berikut: 
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a. Produk simpanan 

1) Ceria utama 

Simpanan perorangan dengan sistem keuntungan yang 

dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan, 

dengan setoran awal Rp. 10.000 dan saldo rata-rata minimal Rp. 

10.000 pada setiap bulannya. 

2) Ceria prima 

Simpanan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah" 

dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, dan setoran 

awal minimal Rp. 10.000,- serta saldo simpanan minimal Rp. 

10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap 

bulannya. 

3) Ceria pintar 

Simpanan untuk persiapan dan keperluan anak sekolah, 

menggunakan "Wadiah Yad Dhomanah", simpanan yang 

dikhususkan untuk keperluan pendidikan. Pengambilannya setiap 

ada keperluan untuk pendidikan. Dengan pembukaan rekening atas 

nama perorangan, setoran awal minimal Rp. 10.000,- Dan saldo 

simpanan minimal Rp. 5.000,- simpanan mendapatkan bonus yang 

menarik setiap bulannya. 

4) Ceria Qurban 

Simpanan untuk persiapan ibadah qurban, menggunakan 

akad "Wadiah Yad Dhomanah", dengan pembukaan rekening atas 
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nama perorangan, dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- Dan 

saldo simpanan minimal Rp. 10.000,- simpanan mendapatkan 

bonus yang menarik. 

5) Ceria ketupat 

Produk simpanan assyafi'iyah, simpanan umum Syariah 

yang setoran ada batas waktu tertentu, dengan sistem paket yang 

berlaku di tahun berjalan menggunakan akad "Wadiah Yad 

Dhomanah", dan mendapatkan bingkisan lebaran yang yang 

menarik. 

6) Ceria ihrom 

Simpanan persiapan untuk ibadah haji atau umroh, akad 

simpanan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomana", bonus 

menarik. 

7) Ceria berkah 

Simpanan berjangka Syariah yang ditunjukkan untuk 

anggota yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan 

perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara 

Syariah. 

b. Produk Pembiayaan 

1) Pembiayaan bagi hasil 

Merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki 

nuansa kemitraan yang sangat kental, hasil yang diperoleh dibagi 

berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan 
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sebagaimana penempatan suku bunga pada bank dan koperasi 

konvensional. 

a) Mudah ceria 

Akad kerjasama pembiayaan antara BMT selaku 

pemilik dana yang menyediakan semua kebutuhan modal 

dengan anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau 

keterampilan tertentu, untuk mengelola suatu kegiatan usaha 

yang produktif dan Syariah. 

b) Sama ceria 

Merupakan akad kerjasama pembiayaan antara BMT 

dengan anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha masing-

masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang 

disepakati, sedangkan untuk pengelola kegiatan usaha 

dipercayakan kepada anggota. 

2) Pembiayaan jual beli 

Konsep jual beli mengandung beberapa kebaikan antara 

lain pembiayaan yang diberikan selalu terkait dengan sektor riel, 

karena yang menjadi dasar adalah barang yang diperjualbelikan. Di 

samping itu harga yang telah disepakati tidak akan mengalami 

perubahan sampai dengan berakhirnya akad. 

Murabahah ceria 

Akad jual beli antara BMT dan anggota atas sesuatu jenis 

barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama, BMT akan 
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menwakalahkan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada 

anggota dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah 

disepakati. 

3) Pembiayaan jasa 

a) Hawalah ceria 

Akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, 

anggota meminta kepada BMT agar membayarkan terlebih 

dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang 

berhutang. 

b) Ihrom ceria 

Pembiayaan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji 

dan umroh, anggota menggunakan akad ijaroh multijasa 

dengan jangka waktu tertentu. 

4) Pembiayaan kebajikan 

Al Qardh Ceria 

Merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada 

anggota yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan 

tanpa disertai imbalan apapun kecuali apabila anggota memberikan 

infaq. Pinjaman yang diberikan tersebut adalah dalam rangka 

saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial akan 

menagih kepada pihak yang berhutang tersebut.
2
 

                                                 
2
 Dokumen BMT Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 
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B. Strategi Penanganan dalam Pembiayaan Bermasalah akad Musyarakah 

di BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 

Lembaga keuangan melakukan pembangunan ekonomi 

berkesinambungan guna meratakan pendapatan dan mensejahterahkan rakyat, 

melalui pemberian dana maupun fasilitas. Contohnya seperti pemberian modal 

usaha baik berupa dana atau barang kepada pelaku ekonomi untuk 

memperbesar, mengembangkan, dan mepertahankan usahanya. Sehingga 

secara langsung atau tidak langsung hal tersebut dapat membuat pendapatan 

Masyarakat menjadi merata. 

Menurut penjelasan bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan cabang di 

BMT Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur,  Salah satu produk 

pembiayaan yang terdapat di BMT Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung 

Timur yaitu produk pembiayaan akad musyarakah, dengan nama produk Sama 

ceria.  

Produk pembiayaan akad musyarakah Sama ceria merupakan akad 

kerja sama pembiayaan antara BMT dengan anggota untuk mengelola suatu 

kegiatan usaha masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi 

yang disepakati, sedangkan untuk pengelola kegiatan usaha dipercayakan 

kepada anggota. sistem bagi hasil di pembiayaan akad musyarakah yaitu 

adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.  
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Untuk porsi bagi hasil pada akad ini pihak BMT mendapat porsi 

sebesar 30% dan anggota mendapat porsi sebesar 70% atau sesuai dengan 

kontribusi modal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3
 

Bapak Ahmad Muslih menambahkan penjelasan tentang jenis-jenis 

musyarakah yang terdapat di BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan 

Lampung Timur yaitu musyarakah atau syirkah Al- Uqud adalah akad yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berkerja sama (berserikat) dalam 

modal dan keuntungan.  

Adanya penanaman modal dan kesepakatan dalam mengelola dan 

resiko bersama atau usaha komersial bersama, baik keuntungannya maupun 

kerugian di tanggung bersama-sama atau sesuai kesepakatan. Adapun 

mayoritas anggota pengguna dari pembiayaan akad musyarakah ini yaitu 

petani dan pedagang.
4
 

Dari hasil wawancara, menurut keterangan bapak Ahmad Muslih 

selaku founding officer di BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung 

Timur menjelaskan tentang alur skema dari pembiayaan akad musyarakah 

yaitu sebelum memberikan pembiayaan terlebih dahulu memahami karakter 

anggota dalam pengajuan pembiayaan, mulai dari kegunaan uangnya, 

perkembangan usahanya, serta mengakulasi pendapatan anggota. Dapat dilihat 

melalui analisis 5C terlebih dahulu yang bertujuan untuk meminimalisir resiko 

terjadinya pembaiayaan bermasalah. 

                                                 
3
 Wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT assyafi‘iyah 

BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 07 Mei 2024 
4
 Wawancara dengan bapak Ahmad Muslih, selaku founding officer di BMT assyafi‘iyah 

BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 08 Mei 2024 
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Kemudian anggota terlebih dahulu harus menjadi bagian dari anggota 

pembiayaan musyarakah dengan cara memenuhi persyaratan secara 

administrasi. Adapun persyaratan secara administrasi yang dimaksud yaitu 

menyerahkan fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP suami istri, mempunyai 

simpanan wajib sebesar Rp. 10.000   dan simpanan pokok sebesar Rp. 10.000  

dan wajib mempunyai suatu usaha. Kemudian setelah penyerahan semua 

persyaratan tersebut, maka pihak bmt Assyafi`iyah BN KC Pekalongan 

Lampung Timur akan melakukan survey.
5
 

Bapak Fahrudin Hasan menambahkan penjelasan tentang alur skema 

pembiayaan musyarakah, yang dimana sebelum bmt memberikan dana kepada 

anggota pihak bmt akan melakukan survey lapangan terlebih dahulu kepada 

anggota, yang dilakukan oleh founding officer atau pimpinan bmt. Jika 

pengajuan pembiayaan tersebut di bawah 10 juta maka yang akan melakukan 

survey hanya founding officer, tetapi jika pengajuan pembiayaan tersebut di 

atas 10 juta maka yang akan melakukan survey tersebut adalah founding 

officer yang di dampingi oleh pimpinan cabang bmt tersebut.  

Setelah melakukan survey, data dan fakta yang didapat di lapangan 

selanjutnya dihimpun kedalam suatu sistem dalam bentuk excel yang ada di 

BMT tersebut. Kemudian pihak bmt mengirimkan data tersebut kepada pusat 

melalui email, lalu pihak pusat mengomitekan. Setelah ada Keputusan dari 

                                                 
5
 Wawancara dengan bapak Ahmad Muslih, selaku founding officer di BMT assyafi‘iyah 

BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 08 Mei 2024 
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pihak pusat maka setelah itu adanya pencairan dana, kemudian terjadinya 

pembiayaan akad musyarakah. 
6
 

Dari hasil wawancara menurut Bapak Octa Arinta selaku founding 

officer di BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. Adapun 

rukun dan syarat pada akad musyarakah yang terdapat di BMT ini yaitu  

adanya pelaku akad atau para mitra usaha, objek akad yaitu modal, kerja sama, 

dan keuntungan, dan yang terakhir adanya shighat yaitu ijab dan qabul.
7
 

Adapun suatu masalah yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah 

yaitu yang berkaitan dengan pembiayaan yang dilakukan anggota yang tidak 

sesuai dalam melakukan pembayaran dengan baik sesuai dengan jadwal 

pembayaran yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. 

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Muslih selaku founding officer 

di BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, Adapun kasus 

pembiayaan bermasalah yang terjadi khususnya pada pembiayaan akad 

musyarakah yaitu yang di sebabkan oleh 2 faktor. Adapun faktor yang 

dimaksud yaitu faktor internal seperti kesalahan dari pihak Lembaga dalam 

menganalisis anggota yang ingin melakukan pembiayaan, sehingga 

mengakibatkan anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya.  

Adapun penilaian terhadap 5C dalam pembiayaan di BMT Asyafi‘iyah 

BN KC Pekalongan Lampung Timur adalah sebagai berikut : 

                                                 
6
 Wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT assyafi‘iyah 

BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 07 Mei 2024 
7
 Wawancara dengan bapak Okta Arinta, selaku founding officer di BMT assyafi‘iyah BN 

KC Pekalongan Lampung Timur pada 08 Mei 2024 
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1. Character (karakter), karakter seorang anggota dapat diketahui dari proses 

pemenuhan persyaratan. Apabila anggota meminta pembiayaan secara 

terburu-buru dan semua persyaratan cepat dipenuhi, maka founding officer 

mulai bersikap hati-hati dengan anggota. Hal tersebut karena apabila 

anggota bertindak demikian biasanya akan ada permasalahan dalam 

pembiayaannya. Sebaliknya, apabila anggota lambat memenuhi 

persyaratan karena kesibukan usaha maka biasanya pembiayaan akan 

lancar. Selain itu, untuk melihat karakter anggota dapat juga diketahui dari 

pendapat warga sekitar yang berjarak beberapa kilometer dari rumah calon 

anggota pembiayaan. Founding officer mencari informasi kepada warga 

sekitar tentang karakter calon anggota pembiayaan.  

2. Capacity (kemampuan), kemampuan anggota dapat diketahui dari 

kapasitas usaha atau hasil penjualannya. Hal tersebut dibuktikan melalui 

pembukuan usaha selama 6 bulan 12 bulan terakhir. Adapun untuk 

pengajuan pembiayaan bagi anggota yang tidak mempunyai usaha, 

kemampuan anggota dapat dilihat dari gaji suami dan istri perbulan. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan slip gaji, bukti transfer, atau dengan 

menanyakan secara langsung ke anggota. Apabila kemampuan anggota 

tidak sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan maka jumlah 

pembiayaan akan diatur kembali dengan kesepakatan dua pihak.  

3. Capital (modal), modal dapat diketahui dari usaha yang dimiliki oleh 

anggota. Kemudian dapat diketahui pula dari aset-aset yang dimiliki 

anggota, buku tabungan anggota, dan data keuangan anggota.  
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4. Collateral (jaminan), jaminan yang digunakan dapat berupa kendaraan dan 

sertifikat tanah. Jaminan yang berupa kendaraan, jumlah pembiayaan yang 

dicairkan disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh BMT 

Asyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur yaitu apabila usia barang 

berumur 5 tahun maka pencairan pembiayaannya 80 % dari harga barang, 

sedangkan barang yang usianya 6 sampai dengan kurang dari 10 tahun 

pencairannya 60-75% dari harga barang. Sedangkan pembiayaan dengan 

jaminan berupa sertifikat tanah, jumlah pembiayaan yang dapat dicairkan 

ditentukan dari harga rata-rata antara harga yang ditentukan oleh pihak 

desa, harga pasaran di tempat tersebut menurut keterangan warga sekitar 

dan dari founding officer atau Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT 

Asyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. Adapun kriteria jaminan 

berupa sertifikat tanah yaitu sertifikat tanah milik sendiri atau yang masih 

satu keturunan, mempunyai akses jalan atau dekat dari jalan (lebih 

marketable), tidak terlalu dekat dengan sungai, dan mudah untuk 

diperjualbelikan.  

5. Condition of economy (kondisi ekonomi), kondisi ekonomi dapat diketahui 

dari usaha yang dimiliki anggota. Usaha yang dimiliki anggota harus yang 

tidak rentan mengalami kebangkrutan seperti usaha musiman. Adapun 

untuk pengajuan konsumtif dapat dilihat dari slip gaji antara suami dan 

istri perbulannya.  

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur selain melakukan 

penilaian 5C, juga melakukan penilaian terhadap kehalalan usaha yang 
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dimiliki oleh anggota. Usaha yang dimiliki harus usaha yang halal. Apabila 

diketahui usaha yang dilakukan mengandung unsur haram seperti menjual 

minuman keras. Maka BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung 

Timur menolak pengajuan permohonan pembiayaan tersebut. Penilaian 5C 

tersebut merupakan upaya pencegahan yang dilakukan BMT Assyafiiyah BN 

KC Pekalongan Lampung Timur untuk mengantisipasi adanya pembiayaan 

bermasalah. Walaupun pihak lembaga sudah menerapkan prinsip 5C kepada 

calon anggota pembiayaan akad musyarakah, pihak lembaga masih 

mengalami kesalahan dalam memilih calon anggota pembiayaan di 

musyarakah yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. 

Faktor eksternal seperti, adanya pandemi yang menyebabkan 

pendapatan dari anggota menurun sehingga usaha anggota mengalami 

kebangkrutan yang berdampak terhadap anggota tidak bisa membayar 

kewajibannya, kurang mengertinya dalam akutansi, selain itu adannya gagal 

panen yang dirasakan oleh petani yang disebabkan oleh hama padi, yang 

mengakibatkan petani mengalami kerugian.
8
 

Faktor penyebab yang paling banyak dialami oleh BMT Assyafiiyah 

BN KC Pekalongan Lampung Timur adalah faktor ekternal, yang dimana 

faktor eksternal tersebut terjadi karena adanya penurunan pendapatan yang di 

alami anggota pada masa pandemi yang mengakibatkan kebangkrutan yang 

berdampak terhadap anggota tidak bisa membayar kewajibannya.  

                                                 
8
 Wawancara dengan bapak Ahmad Muslih, selaku founding officer di BMT assyafi‘iyah 

BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 8 Mei 2024 
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Selain faktor tersebut adapun faktor eksternal lain yang menyebabkan 

pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT tersebut, seperti kurangnya 

pengetahuan anggota dalam akuntansi yang mengakibatkan anggota tidak 

mengetahui letak keuntungan dan kerugiannya dalam melakukan usahanya 

dan faktor eksternal lainnya yaitu adanya gagal panen yang dirasakan oleh 

petani yang disebabkan oleh hama padi, yang mengakibatkan petani 

mengalami kerugian yang berdampak terhadap anggota tidak bisa membayar 

kewajibannya.  

Adapun kontrubusi yang dilakukan pihak BMT Assyafiiyah BN KC 

Pekalongan Lampung Timur dalam pembiayaan akad musyarakah ini yaitu 

pihak BMT pengarahan kepada anggota mengenai masalah yang sedang 

dihadapi anggota dan membantu memberikan Solusi kepada anggota guna 

untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. 

Bapak Octa Arinta menambahkan penjelasan tentang contoh 

kolektibilitas berupa anggota sudah melewati jatuh tempo atau masa 

kontraknya sudah habis dan belum menyelesaikan pembayaran kewajiban 

yang wajib di bayarkan, maka otomatis akan masuk ke kategori pembiayaan 

macet. Jika sudah masuk ke kategori macet ada dua opsi yang dikeluarkan 

oleh  pihak bmt yaitu anggota harus melakukan pembayaran kewajiban yang 

wajib dibayarkan atau dilunaskan. 

 kemudian jika sudah melakukan pelunasan maka pihak bmt akan 

menghilangkan tanggungan pembayaran kewajiban yang wajib di bayarkan 

oleh anggota kepada pihak bmt dari koletibilitas. Namun jika anggota belum 
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juga melakukan pembayaran kewajiban yang wajib di bayarkan kepada pihak 

bmt maka akan tetap di kategori macet dan belum dihilangkan dari 

koletibilitas dan wajib dibayarkan.
9
 

Hasil wawancara menurut keterangan bapak Fahrudin Hasan selaku 

pimpinan cabang di BMT Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 

Adapun SOP yang berlaku pada BMT Assyafi`iyah BN KC Pekalongan 

Lampung Timur yaitu menggunakan strategi penanganan melalui jalur non 

litigasi dan jalur litigasi.  

Jalur non litigasi adalah pembiayaan yang semua tergolong kedalam 

kategori pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan lancar, pembiayaan dalam 

perhatian khusus, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan 

pembiayaan macet, yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga 

mempunyai kolektibilitas lancar.  

Dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3R yaitu 

melalui Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring. Apabila 

penanganan pembiayaan bermasalah pada Langkah tersebut belum 

terselesaikan juga maka pihak bmt akan menggunakan Upaya terakhir yaitu 

menggunakan jalur litigasi.  

Jalur litigasi yang di gunakan BMT adalah menggunakan penanganan 

out of court settlement yaitu pembiayaan bermasalah diluar peradilan, 

ditempuh dengan melakukan pendekatan yang bersifat persuasive kepada 

debitur, berupa pendekatan biaya, BMT memberikan saran kepada debitur 

                                                 
9
 Wawancara dengan bapak Octa Arinta, selaku founding officer di BMT assyafi‘iyah BN 

KC Pekalongan Lampung Timur pada 8 Mei 2024 
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agar bersedia menjual atau mencairkan agunan untuk melunasi atau 

menyelesaikan kewajibannya kepada pihak BMT.
10

 

Setelah peneliti  melakukan wawancara kepada pimpinan cabang dan 

founding officer yang ada di BMT Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung 

Timur, bahwasannya prosedur yang dilakukan oleh pihak BMT ini tidak 

semena-mena atau menindak-lanjutinya dengan cara yang instan agar 

pembiayaan tersebut cepat selesai tanpa mempertimbangkan prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip syariah.  Sebelum 

diadakan penanganan pembiayaan bermasalah, pihak BMT melakukan 

kunjungan, kemudian terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan anggota.  

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BMT 

Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur kepada anggota 

pembiayaan khususnya pembiayaan musyarakah bermasalah yang tidak 

memiliki iktikad baik, maka pihak BMT akan melakukan Langkah-langkah 

sesuai kategori pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah, yang dimana 

setiap kategorinya mempunyai SOP masing-masing, yaitu SOP yang di 

impelementasikan kepada setiap masing-masing kategori pembiayaan 

bermasalah akad musyarakah sebagai berikut : 

1. Kategori lancar 

Didalam kategori lancar, bmt tetap melakukan monitoring bukan 

penagihan, yaitu berupa kunjungan kelokasi yang bertujuan untuk menjaga 

komunikasi kepada anggota. 

                                                 
10

 Wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT assyafi‘iyah 

BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 07 Mei 2024 
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2. Kategori dalam pengawasan khusus 

Melakukan penagihan via telfon hasil untuk mengingatkan kepada 

anggota bahwa untuk membayar ansuran. Waktu mengingatkannya satu 

hari setelah tanggal ansuran anggota yang bersangkutan. 

Misalnya pada tanggal 17 waktu anggota untuk mengansur, tetapi 

anggota belum juga melakukan pengansuran, maka bmt berhak melakukan 

penagihan kepada anggota. 

3. Kategori kurang lancar  

Bisa dikatakan ketegori kurang lancar apabila anggota sudah 

mempunyai 1x tunggakan ansuran. Cara penangannya yaitu berkunjung 

kerumah anggota diwaktu awal bulan.  

Misalnya anggota pada bulan 4 belum melakukan pengansuran dan 

pada awal bulan 5 belum juga melakukan pengansuran maka pihak bmt 

melakukan kunjungan (1 bulan sekali). Tujuan BMT berkunjung berupa 

komunikasi penyesuaian ansuran dengan anggota.  

4. Kategori diragukan 

Bisa dikategorikan diragukan apabila anggota sudah mempunyai 

2x tunggakan dan menginjak bulan ketiga angsuran, maka dalam hal ini 

pihak bmt akan melakukan komunikasi secara intenst (melakukan tidakan 

serius) yaitu bisa 2-3 kali dalam 1 bulan. 

Kunjungan dikategori pembiayaan di ragukan dalam 1 bulan  bisa 

2-3 kali kunjungan, yaitu awal bulan, pertengahan bulan, dan menjelang 
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akhir bulan (pada tanggal 25/26) yaitu komunikasi dengan anggota untuk 

memastikan, kapan anggota bisa membayar kewajibannya kepada BMT. 

5. Kategori macet 

Bisa dikategorikan macet apabila terjadi lebih dari 3x tunggakan 

tetapi belum masuk jatuh tempo atau kontrak yang telah disepakati, maka 

pihak bmt memberikan surat peringatan khusus yaitu: 

a. Surat peringatan tahap pertama  

Surat peringatan tahap pertama ini diberikan dan berlaku 

sampai dengan bulan jatuh tempo. Misalnya sudah ada tunggakan 

pembayaran ansuran lebih dari 3x, pembayaran angsuran dibulan 7, 

temponya bulan 9. Maka disetiap bulannya pihak bmt akan 

mengeluarkan surat peringatan tahap pertama kepada anggota sampai 

dengan bulan 9 tersebut.  

Adapun didalam surat peringatan tahap 1 yang berisi berapa 

rincian pembiayaan atau tunggakan yang berlaku sampai dengan bulan 

9.  

Semisalnya bulan ini bulan 6, anggota sudah memiliki 

tunggakan lebih dari 3x pembayaran maka pihak bmt akan 

mengelurkan surat peringatan 1 kepada anggota yang Dimana surat 

peringatan hanya berlaku sampai dengan bulan 9, jika pada bulan ini 

anggota belum melakukan pembayaran tunggakan, maka bulan 

berikutnya pihak bmt akan memberikan surat peringatan 1 lagi kepada 
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anggota namun dengan rincian atau nominal yang berbeda dikarnakan 

terdapat dana infaq atau denda didalamnya. 

Contoh lainnya pada bulan 6 dikeluarkan total tunggakan 2 juta 

yang belum dibayar sampai jatuh tempo bulan 9. Pada bulan 7 anggota 

belum melakukan pembiayaan maka bmt mengeluarkan surat 

peringatan pertama, namun dengan nominal atau jumlah pembiayaan 

yang dibayarkan berbeda yaitu adannya infaq atau denda. 

b. Surat peringatan kedua 

Apabila sudah masa jatuh tempo tapi anggota belum 

membayarkan kewajibannya, maka pihak bmt akan mengeluarkan 

surat peringatan kedua kepada anggota yang berlaku 1 bulan setelah 

jatuh tempo. (temponya awal bulan 9 - awal bulan 10, 1 surat 

peringatan hanya berlaku 1 bulan). 

c. Surat peringatan ketiga 

Memberikan surat peringatan ketiga, apabila sudah di berikan 

tetapi belum juga ada penyelesaian dari anggota, maka bmt akan 

menggunakan surat pernyataan kesanggupan membayar yang Dimana 

didalam surat tersebut memuat rincian mengenai jumlah kewajiban 

yang harus dibayarkan oleh anggota beserta dana infaq atau denda. 

Tetapi surat tersebut harus diketahui oleh pamong setempat dan 

pamong setempat harus ikut menanda tangani surat  kesanggupan 

membayar. Surat tersebut berlaku maksimal 3 bulan atau sesuai 

kesepakatan anggota dan bmt. 
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Lalu apabila setelah pemberian surat tersebut belum terjadi 

penyelesaian juga, maka BMT akan mengadakan dialog dengan 

anggota terkait bagaimana Solusi menyelesaikan pembiayaan tersebut. 

Apakah anggota ingin tetep melanjutkan pembiayaan akad musyarakah 

dan memenuhi kewajibannya atau memilih untuk tidak melanjutkan 

pembiayaan akad musyarakah dan memilih memenuhi kewajibannya 

dengan cara menjual anggunan secara Bersama-sama.  

Selanjutnya  dana dari hasil jual anggunan tersebut digunakan 

untuk memenuhi kewajiban yang sebelumnya belum terbayarkan 

kepada BMT. Jika anggota ingin melanjutkan pembiayaan akad 

musyarakah dan memenuhi kewajibannya maka pihak BMT akan 

memberikan 3 opsi restrukturisasi pembiayaan kepada anggota,  

selanjutnya dari 3 opsi restrukturisasi pembiayaan tersebut 

anggota harus memilih salah satu opsi, sesuai dengan kemampuan 

dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT setelah diadakan 

restrukturisasi pembiayaan.  

Sebelum mengadakan restrukturisasi pembiayaan pihak bank 

terlebih dahulu menanyakan anggota berapa kemampuan anggota saat 

mengajukan restrukturisasi agar nantinya setelah diadakan 

restrukturisasi anggota justru mampu melunasi kewajibannya. 

Setelahnya barulah anggota membuat surat permohonan pengajuan 

restrukturisasi sesuai dengan kemampuan bayar. Restrukturisasi 

pembiayaan akan berjalan bila ada Keputusan dari pihak pusat. 
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Adapun Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BMT 

Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur dalam mengadakan 

restrukturisasi pembiayaan yaitu: 

1. Melakukan penjadwalan Kembali (rescheduling) 

Setelah terjadinya negosiasi antara anggota dengan pihak BMT, 

maka BMT memberikan kesempatan kepada anggota untuk diadakan 

restrukturiasi pembiayaan yang tidak memberatkan anggota dalam 

melunasi kewajibannya. Langkah pertama yang dilakukan BMT adalah 

memperpanjang jangka waktu pembiayaan.  Dalam hal ini, BMT 

memberikan keringanan jangka waktu perpanjangan masa pembayaran. 

Misalnya jadwal pembiayaan yang semula 1 tahun diperpanjang menjadi 2 

tahun atau bahkan lebih tergantung kesepakatan anggota dengan bank.    

Penjadwalan ulang pembayaran angsuran yang sudah disetujui 

pihak BMT akan disesuaikan dengan kemampuan bayar anggota. Misalnya 

angsuran yang 12 kali bayar diperpanjang menjadi 24 kali masa bayar. Ini 

dilakukan untuk meringankan beban anggota yang bertekad kuat melunasi 

kewajibannya. Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang 

jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban 

anggota  yang harus dibayarkan kepada BMT. 

2. Persyaratan Kembali (Reconditioning) 

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-

syarat yang berlaku dalam pembiayaan diantaranya syarat nisbah bagi 

hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian 
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potongan pokok dan/atau yang lainnya tanpa harus mengubah sisa 

kewajiban yang harus anggota bayar kepada bank.   

Omset anggota yang mengalami penurunan tentunya 

mempengaruhi daya kemampuan anggota terhadap pembayaran 

kewajibannya. Hal inilah yang membuat bank untuk membuat persyaratan 

ulang dan jangka waktu yang diperpanjang guna memberikan kesempatan 

pada anggota yang bertekad melunasi kewajibannya. 

Persyaratan ulang yang dilakukan BMT adalah :  

a. Perubahan jadwal pembayaran.  

b. Perubahan nominal angsuran.  

c. Perubahan jangka waktu. 

3. Penataan Kembali (Restructuring) 

Penataan kembali diberikan kepada anggota yang mengalami 

masalah dalam pelunasan kewajiban pokok namun masih memiliki 

harapan prospek usahanya kembali membaik dan bersamaan dengan hal 

demikian anggota mampu memenuhi kewajibannya setelah bank 

mengadakan restrukturisasi pembiayaan.   

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk penataan Kembali 

yaitu Penambahan fasilitas pembiayaan BMT, yang diharapkan usaha 

debitur akan berjalan Kembali dan berkembang yang kemudian dapat 

menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar 

kewajibannya yang lama dan ditambah pembiayaan yang baru. 
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Lalu apabila setelah pemberian dari 3 opsi tesebut belum terjadi 

penyelesaian juga, maka bmt akan memberikan banner informasi di jaminan 

yang diagunkan kepada pihak bmt. Adapun 3 tahap banner informasi yaitu : 

1. Banner informasi, (Menginformasikan sesuai dengan akad, nomer, dan 

bulan). Banner informasi berisi informasi mengenai jaminan ini telah 

diagunkan pada pihak bmt Assyafi`iyah BN Pekalongan lampung timur. 

2. Banner peringatan 

Berisi mengenai jaminan ini dalam pengawasan pihak bmt Assyafi`iyah 

BN pekalongan lampung timur. 

3. Banner penjualan  

Banner penjualan yaitu dilakukan atas kesepakatan Bersama jaminan ini 

akan dijual, dalam penjualan jaminan dilakukan sesuai kesepakatan antara 

pihak BMT dan anggota, bisa anggota yang menjual jaminan tersebut atau 

pihak BMT yang menjual jaminan tersebut.  

Sebelum melakukan penjualan, pihak BMT mengeluarkan surat kuasa 

jual jaminan yang harus ditanda tangani dan surat kuasa jual jaminan yang 

disaksikan oleh pamong setempat. Apabila hasil penjualan melebihi dari sisa 

kewajiban anggota, maka pihak BMT akan mengembalikan sisa penjualan 

kepada anggota. Namun bila penjualan lebih kecil dari sisa kewajiban, maka 

sisanya tetap menjadi hutang anggota untuk menyelesaikan kewajiban 

pembiayaannya kepada pihak BMT.  

Misalnya anggota memiliki kewajiban 20 juta kepada pihak BMT, 

Ketika melakukan penjualan jaminan, jaminan tersebut laku sebesar 30 juta 
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maka pihak BMT akan mengambil kewajibannya saja yaitu sebesar 20 juta 

dan mengembalikan sisahnya sebesar 10 juta kepada anggota tersebut. BMT 

Hanya menggunakan kesepakatan penjualan jaminan yang sudah di agunkan 

kepada pihak bmt dengan kesepakatan Bersama tidak menggunakan jalur 

pengadilan dan tidak masuk kelelangan.
11

 

Menurut keterangan bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan cabang di 

BMT assyafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. Akad musyarakah 

digunakan oleh lembaga yaitu bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan 

kebutuhan pemodalan bagi anggota guna menjalakan suatu usaha yang ingin 

dijalnnkan oleh anggota. Tujuan dan manfaatnya dari adanya pembiayaan 

musyarakah ini bagi pihak lembaga yaitu sebagai salah satu bentuk penyaluran 

dana, memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan 

yang dikelola dan sesuai kesepakatn bersama. Kemudian tujuan dan 

manfaatnya dari adanya pembiayaan musyarakah ini bagi pihak anggota yaitu 

untuk membantu anggota yang kekurangan modal dalam menjalankan 

usahannya.
12

 

  

                                                 
11

 Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT assyafi‘iyah BN KC Pekalongan 

Lampung Timur pada 19 desember 2023 
12

 Wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang di BMT assyafi‘iyah 

BN KC Pekalongan Lampung Timur pada 07 Mei 2024 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penerapan strategi penganan pembiayaan bermasalah akad muyarakah 

di BMT Assyafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur sudah menerapkan 

penanganan yang sesuai dengan prosedur yang sejalan dengan peraturan Bank 

Indonesia, prosedur yang dilakukan oleh pihak BMT ini tidak semena-mena 

atau menindak-lanjutinya dengan cara yang instan agar pembiayaan tersebut 

cepat selesai tanpa mempertimbangkan prosedur-prosedur yang telah 

ditetapkan berdasarkan prinsip syariah. Sebelum diadakan penanganan 

pembiayaan bermasalah, pihak BMT melakukan kunjungan, kemudian 

terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan anggota. Pencegahan yang 

dilakukan Pihak BMT agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah  yaitu 

melakukan penilai kepada anggota menggunakan prinsip 5C. Adapun yang 

dimaksud dengan prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, 

dan Condition selain melakukan penilaian 5C, BMT juga melakukan penilaian 

terhadap kehalalan usaha yang dimiliki oleh anggota. Penilaian 5C tersebut 

merupakan upaya pencegahan yang dilakukan BMT Assyafiiyah BN KC 

Pekalongan Lampung Timur untuk mengantisipasi adanya pembiayaan 

bermasalah 

Strategi penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT Assyafi‘iyah BN 

KC Pekalongan Lampung Timur kepada anggota pembiayaan khususnya 

pembiayaan musyarakah bermasalah, maka pihak BMT akan melakukan 
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penanganan sesuai dengan masing-masing kategori pembiayaan bermasalah 

dalam akad musyarakah, yang Dimana terdapat 5 kategori pembiayaan 

bermasalah yaitu pembiayaan lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus, 

pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. 

Apabila penanganan sesuai dengan masing-masing kategori pembiayaan 

bermasalah dalam akad musyarakah belum juga terselesaikan maka BMT akan 

mengadakan dialog dengan anggota terkait bagaimana Solusi menyelesaikan 

pembiayaan tersebut. Apakah anggota ingin tetep melanjutkan pembiayaan 

akad musyarakah dan memenuhi kewajibannya atau memilih untuk tidak 

melanjutkan pembiayaan akad musyarakah. Jika anggota tidak ingin 

melanjutkan pembiayaan akad musyarakah, maka anggota harus memenuhi 

kewajibannya dengan cara menjual anggunan secara Bersama-sama, yang 

Dimana dana dari hasil jual anggunan tersebut digunakan untuk memenuhi 

kewajiban yang sebelumnya belum terbayarkan kepada BMT, jika hasil 

penjualan angunan tersebut melebihi kewajiban yang harus dibayarkan oleh 

anggota, maka pihak BMT akan mengembalikan sisah dana dari penjualan 

agunan tersebut. 

Jika anggota ingin melanjutkan pembiayaan akad musyarakah dan 

memenuhi kewajibannya maka pihak BMT akan memberikan 3 opsi 

restrukturisasi pembiayaan kepada anggota, yang dimana dari 3 opsi 

restrukturisasi pembiayaan tersebut anggota harus memilih salah satu opsi, 

sesuai dengan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT 

setelah diadakan restrukturisasi pembiayaan. 3 opsi restrukturisasi pembiayaan 
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tersebut yaitu dengan melakukan penjadwalan Kembali (rescheduling), 

membuat persyaratan Kembali (Reconditioning), dan penataan Kembali 

(Restructuring). Strategi ini sangat efektiv bagi BMT Asayafi‘iyah BN KC 

Pekalongan Lampung Timur untuk penanganan pembiayaan bermasalah akad 

musyarakah. 

BMT Asayafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur sudah efektif 

dalam menerapkan stategi penaganan pembiayaan bermasalah akad 

musyarakah yang telah sesuai dengan prosedur  yang ditandai dengan 

menurunnya tingkat NPF dari tahun ketahun.  

 

B. Saran  

1. Bagi BMT Asayafi‘iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur untuk lebih 

teliti dalam menganalisa atau menilai anggota yang akan melakukam 

pembiyaan, karena hal tersebut dapat mengurangi atau meminimalisir 

pembiayaan bermasalah yang akan tejadi yang dimana hal tersebut dapat 

menurunkan tingkat NPF. Selain itu BMT  diharapkan agar tetap 

mempertahankan proses penanganan pembiayaan terhadap anggota yang 

mengalami pembiayaan bermasalah sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan, agar tetap terjalin hubungan yang baik antara bank dengan 

anggota. 

2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan terkait strategi penanganan pada anggota yang melakukan 

pembiayaan bermasalah.  
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3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menggali lebih dalam 

mengenai stategi penanganan pada anggota yang melakukan pembiayaan 

bermasalah.  
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